
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersib Dan Bcbas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 3 l Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pcrubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 3 L Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

ten tang 
Dal am 

Nomor 13 Tabun 1950 
Daerah-daerah Kabupaten 

BUPAT! WONOSOBO, 
a. bahwa untuk mewujudkan asas-asas umum 

pcmerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme, diperlukan peningkatan peranan pengawasan 
fungsional yang dilakukan oleh Inspektorar Kabupaten 
Wonosobo; 

b. bahwa untuk mcnjamin kepastian hukum dalam 
pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Wonosobo perlu adanya Pedoman Operasional 
Pengawasan bagi Aparat Pengawas Intem pada 
lnspektorat Kabupaten Wonosobo; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan S<:bagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menctapkan 
Peraturan Bupati tentang' Pedoman Operasional 
Pengawasan Aparat Intern Pemcrintah Kabupaten 
Wonoecbc; 

I. Undang-Undang 
Pembentukan 

Mengingat 

Menlmbang 

PEDOMAN OPERASIONAL PENOAWASAN 
APARAT PENOAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO 

DENGAN RAflMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR ~ TAHlJN 2017 

TENTANO 

BUPATI WONOSOBO 
PROVINS! JAWA TENGAfl 



4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pclayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonsia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukarl Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234): 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 ten tang Apararur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

10. Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarsn 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kcdua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Kcuangan dan Kincrja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pernerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrab 
dan (nformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 



Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraruran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Rcpublilc Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pclaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pcmcrintah Nomor 47 Tuhun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang· Undang Nomor 6 Tohun 2014 ten tang De:sa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

16. Pemturan Pemerintah Nomor l2 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 731; 

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tabun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat ates 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pcmcrintah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Sttatcgi Nasional Penccgahan dan Pemberantasan Korupsi 
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 
Tahun 2012-2014; 

19. Jnstru.ksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

20. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahua 2007 
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di 
Lingkungan Deparemen Dalam Negcri dan Pemerinlah 
Daerah: 

21. Pcraturan Menteri Dalnm Negeri Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat 
Pengawa.s Pemerintah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atss Laporan 
Keuangan Pemerintah Oaerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahua 2007 
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Pcnyclenggaraan Pcmcrintahan Desa sebagairnana telah 
diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 



Dalam Kcputusan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Dacrab adalab Kabupaten Wonosobo. 
2. Pemerintah Daerah adalah bupati scbagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerint.ahan 
yang menjadi kewenangan daerah oronom. 

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo. 
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas .. Iuasnya 
dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Dacrah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupatcn Wonosobo. 

BAB l 
KE:-TENTUAN UMUM 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANO PEDOMAN OPERASIONA!, 
PENOAWASAN APARAT PENGAWAS LNTERN PE:-MERlNTAH 
KABUPATEN WONOSOBO. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

lntem 
Dae rah 

tcntang Pcnyclcnggaraan Sistem Pengendalian 
Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 37); 

Tahun 2009 tentang Perubahan Alas Peraturao Menteri 
Dalam Ncgeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Tata Cara Pengawasan Atas Pcnyclcnggaraan 
Pemerintahan Desa; 

24. Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 20 l I tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penyueunan lkhtisar Laporan Hasil 
Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pernerintah; 

25. Peraruran Menteri Dalarn Negeri Nomor 76 Tahun 2016 
tentang Kebija.kan Pcngawasan Di Llngkungan Kcmcnoian 
Dalam Negeri Dan Pcnyclenggaraan Pemerintah Daerah 
Tahun 2017; 

26. Pcraruran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Wonosobo (Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10); 

27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010 



7. Sekretaris Daera.h adalah Sckrctaris Oaerah Ka bu paten Wonosobo. 
8. lnspektoral adalah Inspektorat Kabupaten Wonosobo. 
9. lnspektur adalah lnspektur Kabupaten Wonosobo. 
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya dislngkat PKPT 

adalah pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dibuat 
setiap tahun. 

11. Aparat Pengawas Intern Pemerinlah solanjutnya disingkat APIP adalab 
aparat yang melaksanakan pcngawasan ates penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah seeuai fungsi dan kewenangannya meliputi Baden Pe.ngawas 
Keuangan dan Pembangunan, lnspektorat Jcndcral Kemcmterian, 
lnspektorat Provinsi Jawa Tengah dan lnspektorat Kabupaten Wonosobo. 

12. Auditor adalah pegawai negcri sipil yang mempunyai Jabatan fungsional 
auditor dan / atau pihak lain yang di bcri tugas, wewenang, t.anggung 
jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan 
pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. 

13. Pcjabat Pcngawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya 
melaksanakan tugas pengawasan atas penyelcnggaraan pemerintahan 
daerah untuk dan alas nama Mentcri Dalam Negeri atau Kepala Daerah. 

14. Pcngawasan Intern ada.lah seluruh proses kegiatan audit/pemeriksaan, 
reviu, pemantauan, cvaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa 
asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhedap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai 
bahwa kegiatan telah dilaksanakan seeuai dengan tolok ukur yang tclab 
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 
mewujudkan kepemerinlahan yang baik, 

15. Pedoman Operasional Pengawasan selanjutnya disingkat POP adalab 
petunjuk yang ditunjukkan untuk melakukan kegiatan pengawasan 
fungsional oleh Inspektorar Kabupaten Wonosobo dalam rangka 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

16. Pengawasan fungsional terhadap pengawasan pemerintahan Kabupatcn 
Wonosobo adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan 
Pcmcrintah Oaerah yang berjalan eesuai dengan rcncana, kctcntuan dan 
peraruran perundang-undangan yang bcrlaku. 

I 7. Audit yang selanjutnya disc but Pcmeriksaan adalab proses identifikasi 
masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, 
obyektif dan profesional berclasarkan stander audit, untuk menilai 
kebenaran, keccrmatan, kredibilitas, efektivitas, eflsiensi dan keandalan 
informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah. 

18. Pemeriksaan Kinerja adalab pemeriksaan dan pelaksanaan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, 
efisiensi, dan perneriksaan aspck efcktivitas. 

19. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang tidak 
termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan klnerja. 

20. Audit lnvcstigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan 
bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau 
tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum 
selanjutnya. 



BABU 
PEDOMAN OPERASIONAL PENOAWASAN 

Pasal 2 
POP adalah norma yang menjadl pedoman bagi segenap AP!P lnspektorat 
dalam merencanakan, melal<sanal<an, melaporkan,mengenda.likan dan 
mcmantau tindak lanjut penugasan di bidang pengawasan, dengan tuiuan 
tercapainya produk bidang pengawasan yang berkualitas dan memberikan 
manfaat bagi plhak-pihak yang berkepentingan (stakeholder,iJ. 

Pasal 3 
(!) POP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengarur hal-hal meliputi 

pendabuluan, tata usaha kegiatan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 
penyusunan laporan hasil pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan dan 
penanganan pengaduan masyarakat dalam rangka penugasan bidang 
pengawasan. 

(2) POP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap 
perencanaan penugasan sarnpai dengan tahap pcmantauan lindak lanjut. 

(3) Sisternali.ka POP di lnspektcrar mcliputi: 
a. peodahuluan; 
b. tata usaba kegiatan pengawasan; 
c. pelaksanaan pengawasan; 
d. materi pelaksanaan pengawasan; 
e. penyusunan Japoran hasiJ pengawasan; 
t. tindak la.,tjut basil pengawasan: 
g. penanganan pcngaduan masyarakat; 
h. tata usaha kegiatan penunjang pengawasan. 

(4) Uraian POP sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

21. Audit Dalam Rangka Pengltitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) 
adalah audit dengan rujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan 
pendapat mcngcnai nila.i kcrugian keuangan negara yang timbul dari suatu 
kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. 

22. Obyek Pemeriksaan selanjutnya disingkat Obrik adalah orang/instansi 
pemerintah yang di audit oleh APIP. 

23. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan 
pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan yang di dalamnyo 
mengungkapkan Iakta, data atau kejadian dengan unsur atribut temuan : 
kondisi, kriteria, sebab akibat, dan reko,oendaoi disampaikan kepada 
pejabat yang berwenang. 

24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suaru 
catatan dcngan stander, rencana, atau norms yang telah ditetapkan, dan 
mcncntukan faktor-Iaktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapal tujuan. 

25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintaban yang menjadi 
kewenangan Daerah. 



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR ~ 

EKO SUTRISNO WIBOWO 

Oiundangkan di Wonosobo 
pada tangg.a.1 .2 -.3 fxJ- ~ o O 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

di Wonosobo 
:l.J lJIJ -2o! J 

Pasa!S 
Peratumn Bupati in, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar sctiap orang mengetahuinya memerintahlcan pen angan Pcraturan 
Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Serita Daerah bu ten Wonosobo. 

BAB!V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
Untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan kinerja, lnspcktorat 
mclakukan koordlnasl dcngan lembaga rungsional lain, antara lain lnspektorat 
Kabupaten/Kota lain, lnspcktorat Provinsi, Badan Pcmeriksa Keuangan dan 
Pembangunan, Sadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 
Kementerian/Lembaga, Keiaksaan. Kepolisian, Perguruan Tinggi dan 
Lembaga/ lnstansi lainnya. 

BAB Ill 
KOORD!NASI PENGAWASAN 



C. Ruang Llngkup 
Pedoman ini digunakan lnspektorat dalam melakukan pengawasan 

pada Organisasi Pcrangkat Dacrah (OPD), SUMO, Desa dan Unit Kerja 
lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 

B. Maksud dan Tujuan 
I. Maksud: 

Maksud ditetapkannya Pedoman Operasional Pengawaean 
adalah sebagai pedoman yang akan digunakan oleh lnspektur dan 
jajarannya dalam melaksenakan kcgiatan pengawasan, sejak 
dimulainya perencanaan sarnpai pertanggungjawaban (pelaporan). 

2. Tujuan: 
Adapun tujuan dari Pedoman OperasionaJ Pengawasan adalah 

supaya: 
a. Perencanaan pengawasan dibuat/ disusun dengan tepat, 
b. Pelaksanaan pengawasan berjalan secara siaternatis, efcktif, efisien 

dan terkendali. 
c. Pelaporan basil pengawasan dapat dipertanggungjawabkan dcngan 

penyajian yang sistematis, jelas, lengkap, akurat, obyektif dan 
meyakinkan. 

d. Hasil pengawasan dapat memberikan saran/ rekomendasi yang 
konstruktir guna mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas 
aerta mampu menghasilkan informasi yang tepat bagi pimpinan 
untuk pengambilan keputusan. 

A. Dasar Pemildran 
I. Untuk terwujudnya penyelcnggaraan Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta 
berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku, peranan pengawasan fungsional yang 
dilakukan oleh lnspektorat perlu ditingkatkan sesuai dcngan 
kewenangannya, 

2. Demi terselenggaranya pengawasan rungsional secara optimal, 
diperlukan Pedoman Operasional Pcngawasan sebagai pegangan APIP 
lnspektorat dalam melaksanakan tugasnya. 

3. Pedoman Operasional Pengawasan diperlukan agar ada persamaan 
pcrscpsi, standar pokok/pedoman bagj Aparat Inspcktorat. 

BAB 1 
PENDAHULUAN 

PEDOMAN OPERASIONAL PENGAWASAN 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR <l:/ TAHUN 2017 

LAMPI RAN 



Ruang Linglcup POP meliputi: 
1. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat; 
2. Pcnyusunan Kebijakan Pengawasan; 
3. Perencanaan Pengawasan; 
4. Pelaksanaan Pengawasan: 

a. Pcmeriksaan Kinerja; 
b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; 

a. Pemeriksaan Ketaatan: 
b. Pemeriksaan Khusus; 
c. Pemeriksaan Akhir Masa Jabaran Kepala Ocsa; 
d. Pemeriksaan/Penanganan Pcngaduan Masyarakai.; 
e. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Lainnya. 

c. Reviu; 
d. Monitoring/Pemantauan; 
e. Evaluasi; 
f. Kegiatan pengewasan Jainnya berupa Asistcnsi, Sosialisaai, 

Konsultansi, Faailitaai, Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis 
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi uniL kerja perangkat 
dacrab dan Pemerintahan Desa; 

5. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; 
6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; 
7. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan Pemutakhiran Tindak 

Lanjut Hasil Pengawasan. 
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B. Penyusnoan Kebijakan Pcngawasan 
Dengan mcmpcrhatikan Perencenaan Stratcgis Inspektorat, 

Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Pengawasan 
(Jakwas) Tahunan Kementerian Dalam Negeri yang telah ditetapkan, 
lnspektorat setiap lahun merumuskan kebijakan peogawasan yang akan 
dilaksanakan oleh jajaran lnspektorat (Pimpinan, Pejabat Sruktural dan 

A. Peoyusunan Rencana Strategis lnspektorat. 
Setiap kurun waktu lima tahun lnspektorat menyusun Rencana 

Strategis scbagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 
Penyusunan Rencana Strategis lnspektorat didasarkan kepada RPJMD, 
serta informasi-informasi lain yang relevan, juga harus mengacu kepada 
Tugas Pokok dan Fungsi lnspcktorat. 

Rcncana Strategis tersebut ditetapkan olcb lnspektur yang 
merupakan acuan kegiatan yang harus dilaksana.kan dan hasil yang 
harus dicapai oleh lospektorat. 

Rencana Strategis lnspektorat juga clijabarkan kedalam 
Pcrencanaan Kinerja yang memuat sasaran dan kegiacan serta target 
kinerja tahunan. Penyusunan Rencana Strategis merupakan tanggung 
jawab rnspcktur, yang penyusunannya melibatkan seluruh pcgawai 
lnspektorat. Dokumen Rencana Strategis perlu direviu secara berkaJa. 

Tata Usaha Kcgiatan Pengawasan mcrupakan rangkaian proscdur 
penatausahaan kcgiatan pengawasan yang merupakan penjabaran dari 
tugas pokok dan fungsi lnspektorat mulai dari kegiatan peoyusunan 
rencana strategis hingga penyusunan laporan kegiatan pengawasan dan 
tindak laojutnya. 

Penatausahaan kegiatan pengawasan lnspektorat clilaksanakan oleh 
Sekretariat lnspektorat cli bawah koordinasi Sekretaris. Dalam pelaksanaan 
opcrasional pengawasan bekerjasama dengan para Pejabat Struktural, 
Pejabat Fungsional Pengawasan dan Pejabat l'ungsional lainnya, seperti 
yang tertuang dalam pola hubungan kerja Struktural dan Fungsional pada 
lnspektorat. 

Tata Usaha Kegiatan Pcngawasan mencakup: 
A. Penyusunan Rencana Strategis lnspektorat. 
B. Penyusunan Kebijakan Pengawasan. 
C. Perencanaan Pcngawa.san. 
D Administrasi Pcnugasan Pengawas.an. 
E. Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan. 
F. Pemantauan Tindak Lanjut Basil Pcngawasan; 
0. Rap,tt Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan Pemutakhiran Tindak 

Lanjut Hasil Pengawasan. 

BABU 
TATA USAHA KEOIATAN PENGAWASAN 
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C. Perencanaan Pengawasan 
I. Penyusunan Daftar ObYek Pcngawasan (DOP) 

Obyek pengawasan Inspektorat meliputi seluruh SKPD, Desa 
dan Unit Kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Wonoaobo. 

Penyusunan Daftar Obyek Pengawasan (DOP) disinergikan 
mclalui penyusunan PKPT yang clihimpun olch Sekrctaris yang 
ditetapkan dengan Keputu"'1.rl Bupati, 

2. Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPK.P1') 
Dalam menyusun UPKPT, lnspektorat memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 
a. Sasaran dan kegiatan serta target kinerja yang ditetapkan dalam 

Rencana Kincrja. 
b. Kebijakan Pengawasan yang telah ditetapkan oleh Kementerian 

Dalam Negeri dan PKPT lnspektorat Provinsi Jawa Tengah. 
c. Kebijakan Pengawasan tnspektorat. 
d. lnformasi-informasi pentlng lainnya, mcliputi: 

I) Realisasi pengawasan tahun berjalan; 
2) Tenaga pengawas yang tersedia; 
3) Jumlah obyek pengawasan yang tercantum dalam DOP; 
4) Standar waktu lamanya pengawasan tiap obyek pengawasan; 
5) Standar Hari Pengawasan (HP) per tahun per Pemcriksa/Pejabat 

Fungsional Pengawas Pemerintahan/Pcjabat Fungsional 
Lainnya; 

6) Anggaran biaya pengawasan yang tcrsedia; 
7) Pcnugasan pemeriksaan khusus; 
8) Prioritas Obyek Pengawasan. 

Penetapan Kebijakan Operasional Pengawasan 
Atas dasar kebijakan pengawasan lnspektorat, lnspektur 

merumuskan kebijakan operasionalnya yang dituangkan dalam bentuk 
Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang berisi Program Kerja Pengawasan 
Tahunan (PKPI) dcngan tetap memperha.tikan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) lnspektorat. 

Penanggung Jawab penyusunan Rencann Kegiatan Tahunan 
lnspektorar adalah lnspektur, yang dalam pelaksanaannya dapat 
dibantu oleh para lnspektur Pcmbantu den Pejabat Fungsional yang 
ditetapkan dengan Keputusan lnspektur. 

Pejabat Fungsional) untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang 
ditetapkan. 

Penanggung Jawab penyusunan Kebijakao Pcngawasan 
lnspektorat adalah lnspektur, yang datam pclaksanaannya dapat 
dibantu oleh para Pejabal Struktural dan Pejabat Fungsional yang 
ditunjuk dengan Kcputusan lnspektur. 



Pedoman Opc:ra!;ionnl Pengawa'i,'ln 5 

Dari hal-hal di atas, lnspcktorat menyusun UPKPT dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
I) UPKPT lnspektorat disampaikan kepada Bupati paling lambat 

minggu pertama bulan Desember tahun berjaJan. 
2) Revisi PKPT dapat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 

sebelum tahun anggaran bcrakhir. 
3) Apabila sarnpai dengan awal tanun anggaran PKPT belum 

ditetapkan oleh Bupati, lnspcktur dapat memberitahukan 
pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan UPKPT. 

4) Penyusunan UPKPT lnspektorat dilakukan oleh Tim Penyusunan 
PKPT yang ditetapkan dengan Keputusan lnspektur. 

3. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 
Program Kerja Pengawasan Tabunan (PKP'l') mcrupakan 

penjabaran rencana pengawasan lnspektorat selama satu tabun, yang 
isinya melipuli Daftar Obyek Pengawasan (DOP) dan Rincian Kerja 
Anggaran Pcngawasan (RKAP), disesuaikan dcngan Kcbijakan 
Pengawasan yang ditctapkan oleh Mcnteri Dalam Ncgeri. 

4. Pembentukan Tim 
a. Pembcntukan Tim 

Pembentukan Tim dalam melaksanakan pengawasan adalah 
dengan Surat Perintah Bupati atau Surat Perintab lnspektur, atau 
Pcjabat lain yang ditunjuk untuk rnenetapkan Surat 
TUgas/ Perin tab yang berisikan: 
I) Dasar pengawasan. 
2) Susunan Tim. 
3) Objck pengawasan. 
4) Pcriode pengawasan. 
5) Waktu pengawasan. 
6) Kewajiban yang dibebankan kepada tim. 

b. Susunan Tim 
1) PenanggungJawab/Manajer Pengawasan adalab lnspektur. 
2) Pembantu Penanggung Jawab/ Pengendali Mutu dapat 

diperankan oleh: 
a) Sekretaris. 
b) lnspektur Pembantu. 
c) Auditor Madya. 
d) Auditor Kepegawaian Madya 
e) Pengawas Pemcrintaban Madya. 
A tau pej .. bat struktural/ fungsional lainnya dengan pertimbangan 
nonnatif, kompetensi, siruasl, kcndisi atau kebutuhan. 

3) Pengcndali Teknis dapat diperankan oteh: 
al Sekretaris 
b) lnspektur Pembantu 
c) Auditor Madya 
d) Pengawas Pemerintahan Madya 
c) Auditor Kepegawaian Madya 
O Auditor Muda 



g) Pengawas Pemerintahan Muda. 
h) Auditor Kepegawaian Muda 
atau pejabat strukturaJ/fungsional lainnya dengan 
pertimbangan normatif, kompetensi, siruasi, kondisi atau 
kebutuban. 

4) Ketua Tim dapat diperankan olcb 
8) Auditor Madya. 
b) Auditor Muda. 
c) Kepala Sub Bagian 
d) Pengawas Pemerintahan Madya. 
c) Pengawas Pcmerintahan Muda. 
J) Auditor Kepegawaian Muda. 
Atau pejabat struktural/fungsional lainnya dengan pertimbangan 
normatif, kompetensi, situasi, kondisi atau kebutuhan. 

5) Anggota Tim dapat diperankan oleh: 
a) Auditor Madya 
b) Auditor Muda 
c] Auditor Pertama 
d) Auditor Kepegawaian Madya 
e) Auditor Kepegawaian Muda 
O Auditor Kepegawaian Pertama 
g) Auditor Penyelia 
h) Auditor Pelaksana Lanjutan 
i) Auditor Pelaksana 
j) Pengawas Pemerintahan Madya 
k) Pengawas Pemerintahan Muda 
I) Pengawas Pcmcrintahan Pertama 
m) Kepala Sub Bagian 
n) Staf'l'eknis 
atau pejabat struktural/fungsional lainnya dengan pertimbangan 
no.rmatif, kompetensi, aituasi, kondisi atau kcbutuhan. 

5. Penga turan Peran Dal am Struktur Pengawasan 
a Peran dalam pelaksanaan pengawasan 

Wewenang dan tanggung jawab Manajer Pengawasan (MP), 
Pengendali Mutu (PM), Pengendali Teknis (P'l'), Ketua Tim (KT) dan 
Anggota Tim (AT) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996, 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Manajcr Pengawasan 

Wcwenang 
Manajer Pengawasan mempunyai wewenang secara lua.s, 

untuk mengarahkan program yang komprehensir dari fungsi 
pengawasan intern dalam organisasi. Dalam pelaksanaan 
aktivitasnya, Manajer Pengawasan memiliki aksee yang penuh, 
bebas dan tidak terbatas terhadap seluruh rungsi, catatan, 
kekayaan, serta personil organisasi. 
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Tanggung jawab 
a) Mengatasi kebijakan pengawasan, mengarahkan dan 

mengawasi pelaksanaan fungsi teknis dan rungsi administrasi 
organisasi pengawasan. 

b) Mengembangkan dan melaksanakan program pengawasan 
yang komprehensif untuk cvaluasi pengendalian manaiemen 
atas seluruh aktivitas organiaasi. 

c) Menguji seluruh ungka; manajemen daJam mengurus 
sumber .. sumber milik organisasi dan keteatan terhadap 
kebijakan dan prosedur yang telah digariskan. 

d) Merekomendasikan perbaikan atas pengendalian manajemen 
yang dirancang untuk mcngamankan sumber-sumber, 
meningkatkan pcrtumbuhan organisaei, memastikan 
ketaatan terhadap Undang-Undang dan peraruran 
pemerintah. 

e) Mercviu prosedur dan catatan untuk kccukupannya dalam 
pencapaian tujuan dimaksud dan penilaian kebijakan dan 
rencana dari aktivitas atau rungs! berdasarkan reviu 
pengawasan. 

ij Mengotorisasi atas kccukupan tindakan yang diambil olch 
rnanajemen operasi untuk memperbaiki kondisi yang 
mengandung kclcmahan dan pemberian penghargaan 
terhadap tindakan perbaikan yang telah diambll. 

g) Mclaksanakan pengujian khusus atas permintaan 
manajemen, termasuk rcviu tcrhadap kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh pihak di luar organisasi. 

2) Pengendall Mutu (PM) 
Wewenang dan Tanggung Jawab 
a) Mencrima rencana kegiatan pengawasan dari pejabat 

struktural/Manajer Pengawasan. 
b) Menerima. penugasan dari pejabat struktural/Manajer 

Pengawasan. 
c) Membicwakan penugasan yang diterima dengan tim. 
d) Membuat anggaran waktu pengawasan. 
e) Mengarahkan pengawasan. 
ij Mcreviu dan menyerujui Program Kerja Pcmeriksaan. 
g) Mcngkamunikasikan Program Kcrja Pemeriksaan dengan 

Pengendali Teknis dan Kctua Tim. 
h) Berkonsull.asi/diskusi dengan pemberi tugas tentang hal-hal 

yang menyangkut masalah pengawasan. 
i) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas 

pengawasan, 
j) Mcnghadiri perternuan monitoring yang dilakukan olch 

pemberi tugas, 
kl Menetap.kan perubahan/penyesuaian terhadap Program Kerja 

Pemeriksaan. 
I) Melakukan reviu terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan. 



m) Melakukan reviu terhadap konsep laporan hasil pengawasan. 
n) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 

pengawasan. 
o) Menandatangani laporan hasil pengawasan. 
p) Menilai kinerja Pcngendali Teknis dan Ketua Tim. 
qJ Melakukan pembahasan basil pengawasan dengan auditan. 

3) Pengendali Teknis (PT) 
Wewenang dan Tanggung Jawab 
a) Membantu Pcngcnclali Mutu mempelajarl dan membicarakan 

penugasan pengawasan. 
b) Membantu Pengendali Mutu membuat anggaran waktu 

pengawasan, 
c) Mcngawasi pelaksanaan pengawasan, 
d) Mereviu Program Kerja Pemer!ksaan. 
e) Membanru Pengendali Mutu mengkomunikasikan program 

kerja perneriksaan kepada Ketua Tim dan Anggota Tim. 
1) Membantu Pcngendali Muru menyelenggarakan 

konsultasi/ diskusi dengan pemberi rugas, Kerua Tim dan 
Anggota Tim. 

g) Mendampingj Ketua Tim mcmberikan keterangan ahli dalam 
proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus basil 
pengawasan 

h) Mengajukan usu! revisi Program Kerja Pemeriksaan. 
i) Mclakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan 

pcngawasan. 
j) Melakukan reviu atas realisasi pclaksanaan penugasan 

pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan yang 
dilakukan Ketua Tim dan Anggota Tim. 

k) Membuat Kertas kcrja pcrneriksaan dan melakukan reviu atas 
Kertas Kerja Pemeriksaan, 

I) Melakukan reviu atas konsep laporan pemeriksaan; 
m) Mclakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim. 
n) Mcmbantu Pengendali Muru dalam pembahasan basil 

pemeriksaan dengan auditan. 
4) Ketua Tim (KT) 

Wewenang dan Tanggung Jawab 
a) Melaksanakan pcngawasan sesuai dengan penugasannya, 
b) Mengumpulkan dan menganalisis data unruk mcnyusun 

Program Kerja Pemer!ksaan dengan Pengendali 
Mutu/Pengendall Teknis, 

c) Membantu Pengendali Teknis/Pengendali Teien.is 
mengkomunikasikan Program Kerja Pemeriksaan kepada 
An.ggota Tim. 

d) Memberikan keterangun ahli dalam proses penyidikan 
dan/atau peradilan kasus hasll pengawasan. 

e) Memberi rugas kepada Anggota Tim; 
1) Mengawasi Anggota Tim. 



gJ Membantu Pengendali Mutu/Pengendali Teknis 
berkonsuttasl/ diskusi dengan pemberi tu gas dan intern tim. 

h) Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja 
Pemeriksaan. 

i) Mereviu realisasi pemeriksaan Anggota Tim dengan Program 
Kcrja Pemeriksaannya. 

j) Membuat Kertas Kerja pemeriksaan dan Mcreviu Kertas Kerja 
Pemeriksaan yang dibuat Anggota Tim. 

k) Membuat cvaluasi mingguan terhadap pelaksanaan tugas 
pemcriksaan. 

I) Menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan, 
m) Mengevaluasi kinerja Anggota Tim. 
n) Membantu Pengendali Teknis dalam pembahasan hasil 

pcmcriksaan dengan aud.itan. 
5) Anggota Tim (AT) 

Wcwenang clan Tanggung Jawab 
a/ Mempelajari Program Kcrja Pemeriksaan. 
b) Membicarakan dan menerima penugasan dari Ketua Tim. 
c) Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja 

Pemcriksaan. 
d) Membuat Kertas Kerja Pemcriksaan. 
e) Membuat simpulan hasil pemeriksaan yang menjadi 

tugasnya. 
f) Membantu Ketua Tim menyusun laporan pemeriksaan. 
gJ Membantu Ketua Tim dalam pembahasan hasil pcmeriksaan 

dengan audito.n. 
b. Peran dalam penyelesaian hasil pengawasan 

Penyelesaian tlndak lanjut hasil pengawasan adalah kegiatan 
mendorong serta melakukan upaya percepatan yang dUaksanakan 
atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh obyek 
pengawasan, Kegiatan ini dilaksanakan utarnanya oleh jajaran 
Sekretariat lnspektorat melalui pemantauan/ monitoring, koordinasi 
dan pendamplngan, maupun rakorwas. 

Khusus monitoring, dilakukan dengan melihat penyelesaian 
tindak Janjut hasil pengawasan ke Jokasi obyek monitoring. 
Pengaturan peran yang dilakukan dalam monitoring terdiri dari 
Pembantu Penanggung Jawab, Ketua Tim dan Anggota Tim. 

Adapun pcnanggung jawab dokumcntasi tindak Janjut basil 
pengawasan adalah koordinator tindak lanjut hasil pengawasan 
lnspektorat, koordinator tindak lanjut basil pengawasan BPK RI 
dan koordinator tindak lanjut hasil pengawasan APF lain atau 
disesuaikan dengan kcbutuhan yang ada. 

Pengaturan peran dalarn pcnyelesaian hasil pemeriksaan 
ditetapkan dengan Surat Pcrintah Tugas/Surat Penugasan. Adapun 
uraian tugas dan tanggungjawab peran dimaksud adalah: 
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I) Penanggung Jawab 
Adalah Penanggung Jawab administratif dan pcngelolaan 

keuangan kegiatan tindak lanjut basil pengawasan. 
Dilaksanakan oleh Sekretaris Inspektorat, dengan tugas scbagai 
bcrikut: 
a) Bertanggungjawab atas capaian kinerja tindak lanjut basil 

pengawasan baik tindak lanjut pengawasan lnspektorat 
maupun pengawasan APF lain; 

b) Menyusun dan menetapkan program dan langkab kerja 
tindak lanjut hasil pcngawasan baik tindak lanjut 
_pengawasan tnspekrorat maupu.n pengawasan APF lain; 

c) Mcmbicarakan penugasan tindak lanjut hasil pengawasan 
baik tindak Janjut pengawasan lnspektorat maupun 
pengawasan APF lain dengan Tim dan Perneriksa; 

d) Wajib mcnghadiri pertemuan monitoring pelaksanaan tindak 
lanjut basil pengawasan balk tindak lanjut pengawasan 
lnspektorat maupun pengawasan APF lain; 

e) Menandatangani Japoran hasi) Lindak lanjut hasil pengawasan 
baik tindak lanjut pengawasan lnspektorat maupun 
pengawasan APF lain; 

f) Mclakukan evaluasi kinerja tindak lanjut hasil pengawasan 
baik tindak lanjut pengawasan lnspektorat rnaupun 
penga.wasan APF lain. 

2) Sekretaris 
Adalah Pengelola Administratir dan pcngclolaan teknis 

kegiatan tindak Ianjut basil pengawasan. Dilaksanakan oleh 
Kepala Sub Bag)an Pcrencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
(Kasubbag PEP), dengan tugas sebagai berikut: 
a) Membantu Penanggung Jawab dalam penyusunan capaian 

kinerja tindak lanjut hasil pengawasan baik tindak lanjut 
pengawasan Inspektorat rnaupun pcngawasan APF lain; 

b) Membantu Penanggung Jawab dalam menyusun program dan 
langkah kerja tlndak lanjut hasil pengawasan baik tindak 
lanjut pengawasan Inspcktorat maupun pengawasan APF 
lain; 

c) Memfasilitasi pembicaraan penugasan tindak lanjut basil 
pengawasan baik tindak lanjut pengawasan Inspektorat 
maupun pengawasan APF lain dcngan Tim dan Pemeriksa; 

d) Mcmfasilitasi pertemuan monitoring pelaksanaan tindak 
lanjut hasil pengawaean baik tindak lanjut pcngawasan 
lnspektorat maupun pengawasan APF lain; 

e) Mereviu laporan hasil tindak lanjut basil pengawasan balk 
tindak lanjut pcngawasan lnspektorat maupun pengawasan 
APF lain, sebelum ditandatangani Penanggung Jawab; 

f) Membantu Penanggung Jawab dalam melakukan evaluaet 
kincrja tindak Janjut hasil pengawasan baik tindak lanjut 
pcngawasan Inspektorat maupun pengawasan APF lain. 
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3) Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 
Adalah Pengelola Administratif dan pengelolaan teknis 

kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan. Adapun tugasnya 
ada.lah: 
a) Membantu Penanggung Jawab dalam penyusunan capaian 

kinerja tindak lanjut hasil pengawasan Jnspektorat maupun 
APF lain; 

b) Membantu Penanggung Jawab dalam menyusun program dan 
langkah kerja tindak lanjut hasil pengawasan lnspektorat 
maupun APF lain; 

c) Memfasilitasi pembicaraan penugasan tindak lanjut hasil 
pengawasan lnspektorat dengan Tim dan Pemeriksa maupun 
APF lain; 

d) Memfasilitasi pertemuan monitoring pelaksana.an tindak 
lanjut hasll pengawasan lnspektorat maupun APF lain; 

e) Mereviu laporan basil tindak lanjut ba.sjJ pengawasan 
lnspektorat sebctum clitandatangani Penanggung Jawab 
maupun APF lain; 

f) Membantu Penanggung Jawab dalam melakukan evaluasi 
kinerja tindak lanjut basil pengawasan lnspektorat rnaupun 
APF lain. 

4) Ketua Tim 
Adalab Penanggung Jawab pelaksana teknis kegiatan 

monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Adapun tugasnya 
adalah: 
a) Membantu Penanggung Jawab dalam pclaksanaan kinerja 

tindak Ian jut hasil pengawasan APF lain; 
b) Melaksa.nakan program dan langkah kerja tindak lanjut basil 

pengawasan APF lain; 
c) Mamfasilitasi pembicaraan penugasan tindak lanjut basil 

pengawasan APF lain dengan 1'im dan Pemeriksa; 
d) Mamfasilitasi pertemuan monitoring pelaksanaan tindak 

Ianjut basil pengawasan APF' lain; 
e) Merevlu laporan haeil tindak lanjut basil pengawasan tindak 

lanjut pengawasan APP lain sebelum ditandatangan] 
Penanggung Jawab; 

I) Membantu Penanggung Jawab dalam melakukan evaluasi 
kinerja tindak lanjut basil pengawasan APF lain. 

5) Anggota Tim 
Adalah pelaksana teknia kegiatan tindak lanjut kbusus 

hasil pemeriksaan. Adapun tugasnya adalah: 
a) Membantu Kctua 1'im dalam pelaksanaan kinerja tindak 

lanjut basil pengawasan APF lain; 
b) Mcmbantu Ketua Tim melaksanakan program dan langkah 

kerja tindak lanjut basil pengawasan APF' lain; 
c) Membantu pembicaraan penugasan tindak lanjut hasil 

pengawasan APF lain dengan 1'im dan Pemeriksa; 
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d) Mambantu fasilitasi pertemuan monitoring pelaksanaan 
tindak lanjut hasi; pengawasan APF lain; 

e) Membuat laporan hasil tindak lanjut hasil pengawasan APF 
lain untuk direviu Kerua Tim; 

Q Mengumpulkan bukti dukung laporan hasil lindak Janjut 
hasil pengawasan APF lain. 

c. Peran dalam Reviu Laporan Keuangan Daerah (LICO) 
Reviu dilakukan pada dua tataran yakni tingkat Laporan 

Keuangan yang clisajikan oleh SKPD (Neraca, LRA, LO, LPI,; dan 
CaLK) dan Pejabat Pengelola Kcuangan Daerah/PPKD yang 
mencakup Neraca, LRA, LO, LPE, LPSAL, LAK dan CaLK. 

Reviu ini bertujuan mcmberikan keyakinan terbatas aias 
Laporan Keuangan yang disajlkan oleh PPKD maupun SKPD, 
berdasarkan Sistem Pengendalian lntern yang mcmadai dan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerinrahan, sebelum disampaikan 
oleh PPKD untuk ditandatangani Kepala Dacrah dan cliaudit oleh 
BPK-Rl. 

Koordinator/Pembaotu Pcnanggung Jawab pelaksanaan reviu 
adalah lnspektur Pcmbantu, sedangkan pelaksana kegiatan adalah 
Tim Reviu LKD yang pengaturannya ditetapkan dengan Surat 
Perintah Tugas/ Surat Penugasan. Pelaksanaan kegiaran ini 
clilakukan dengan: 
!) Bimbingan teknis dalam rangka penyegaran; 
2) Pembagian Tim dan Penerbitan SPT; 
3) Penyusunan program kerja reviu yang akan dilaksanal<an; 
4) Pelaksanaan reviu LKD; 
5) Paparan hasil reviu secara in ternal oleh Tim dan SKPD I PPKD; 
6) Paparan hasil reviu LKD di hadapan Bupati/Sekretaris Daerah; 
1) Koordinasi teknis dan revisi hasil rcviu; 
8) Penandatangan surat pernyataan tanggungjawab oleh BupatL 

d. Peran Pendampingan Pcmcriksaan APF Lain 
Setclah Laporan Keuangan selesai di reviu, maka tahapan 

berikutnya adalah penyempurnaan dengan tlndak lanjut 
rekomcndasi reviu dan penandatanganan pernyataan tanggung 
jawab oleh Bupaci atas Laporan Keuangan, Tahapan berikutnya, 
Laporan Keuangan akan diaudit BPK-Rl. Dalam rangka audit BPK· 
RI, sebagai institusl pcngawas internal adalah kewajiban 
lnspektorat untuk melakukan pendampingan/layanan pengawasan 
agar kegiatan audit BPK·Rl atas Laporan Keuangan dapat 
terlaksana dengan baik dan deteksi dini atas kelemahan laporan 
keuangan dapat ditindaklanjuti segera. 

Koordinator pendampingan/layanan pengawasan kegiatan 
audit BPK-Rl atas Laporan Kcuangan adalah tnspektur Pernbantu, 
pengaturannya ditetapkan dcngan Surat Perintah Tugas/Surat 
Penugasan, 

Dalam melaksanakan kegiatan ini, dilakukan dengan langkah 
sebagai berikut: 
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I) Penerbitan SPT dllengkapi prosedur kerja; 
2) Pengeturan jadwal pcndampingan; 
3) Penyediaan dan pengerjaan buku barian yang memuat 

kegiatan/permintaan/pinjam dokumen atau mengur,dang 
pengelola Laporan Keuangan/ pelaksana kegiata11/Bendabara 
SKPD atau unsur lainnya; 

4) Tata care dan petakeanean koordinasi teknis; 
5) Catatan penting pemeriksaan; 
6) Pelaporan, 

c. Pcran dalam Pendampingan/Bimtck/Sosialisasi di SKPD 
Dalam rangka membangun pemerintahan yang lebib efcktif 

dalam pencapaian cujuan dan pengelolaan keuangan yang 
akuntabel setaras dcngan pergeseran paradigma audit internal, 
menuntut lnspektorat melaksanakan ketiga peran sebagaimana 
yang dinyatakan oleh The Institute of Ttttemal Auditor ya.itu peran 
over.sight, insigh~ dan Joresighl. 

Dalam makna yang baru, pengawasan internal (APIP) tidak 
hanya membantu mengawasl apakab pemerint.ah telah 
mcngcrjakan yang seharusnya dikerjakan dan taat kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (oversiglul, namun 
memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kincrja 
pemerintah (insighq serta mampu mengidentifikasikan 
tren/perkembangan dan lantangan-tantangan yang akan dihadapi 
olch pemerintah (foresighq. 

Untuk dapat mereposist peran dimaksud agar selaras dengan 
peran Auditor Internal Pemcrintah, perlu melakukan perubahan 
mind-set dari sebelumnya sekedar sebagai Pemeriksa menuju 
lembaga yang ikut mcngawal Visi dan Misi Pemerintah. Dilihat dari 
tiga bidang yang menjadi fokus dari auditor internal pemerintah 
yaitu manajemen risiko (risk managementl, pengcndalian internal 
(internal cor11roij, dan sistem tata kclola kcpemerintahan (gouemance 
system). 

Dalam ha! ini, lnspektorat mulai mengembangkan 
pembangunan Sistcm Pengendalian Intern Pemerintah dan 
penatausahaan pengelolaan keuaogan yang baik. Disamping itu 
juga akan diteruskan Good Governance Jndeks yang dikenalkan oleh 
BAPPENAS dalam merespon kcterbukaan informasi publik dan 
kinerja pemcrlntahan yang lcbih baik. 

Koordinator Pendampingan/Bimtek/Sosialisasi di SKPD 
adalah lnspektur Pembantu, pengaturannya ditetapkan dengan 
Surat Perintah Togas/Surat Penugasan. 

Dalam melaksanakan kegiatan ini, dilakukan dengan langkah 
scbagai berikut: 
1) Permintaan mclalui surat dari SKPD; 
2) Koordinasi matcri dan jadwal/kegiatan; 
3) Penyusunan matcri; 
4) Penerbitan SPT; 
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D. AdminislTasi Penuga.s.ao Pengawasan 
Kegiatan pengawasan yang dUakukan lnspektorat meliputi 

kegiatan pemcriksaan dan kegiatan pengawasan lainnya. Setiap kegiatan 
pengawasan harus menyelenggarakan formulir Kendali Mutu (KM) yang 
bentuk dan formatnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. 
Penugasan pengawasan di lnspektorat dibagl menjadi: 
1. Pengawasan berda.sar PKPT 

Penugasan pengawasan berda.sar PKPT dilaksanakan dengan 
mengikuti prosedur sebagal berikut: 
a. Penugasan mengacu kepada PKPT dcngan mendasarkan pada 

Rencana Mulru Pemeriksaan (RMPJ dan RPL. Berdasarkan PKPT 
lnspcktur melakulw.n koordinasi dengan Sekretaris/lnspekrur 
Pcrnbantu dan Pengendali Teknis. 

b. Sckretaris/lnspcktur Pembantu dan Pengendali Teknis 
mengadakan koordinasi untuk mencntukan obyek peogawasan dan 
Tim Pengawasan yang akan melaksanakan penugasan. 

5) Pelaksanaan Pendampingan/Bimtek/Sosialisasi di SKPD; 
6) Pelaporan. 

f. Peran dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja tnstansi 
Pcmerintah (SAKIPJ 

Scbagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 
Tahun 1999, akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban 
sesuatu instansi pemerintah untuk mempcrtanggungjawabkan 
kcberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan 
organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tetah 
ditetapkan dcogan menggunakan suatu media secara periodik. 
Terdapat 3 unsur penung dalam sistem akuntabilitas instansi 
pemerintah, yakni Perencanaan Strategis (Renstra), Perencanaan 
Kinerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kincrja lnstansi 
Pcmerintah (l..AKlP). 

Sebagai institusl pengawas internal, lnspektorat memiliki 
kewajiban melakukan evaluasi kinerja yang dilakukan SKPD 
berdasarkan Renstra, Renja dan LAKIP yang Lelah disusunnya. 

Koordinator Evaluasi SAKJP adalah Sekretaris/lnspcktur 
Pembantu, pengaturannya ditetapkan dengan Surat Pcrintah 
Tugas/Surat Penugasan. 

Dalam mclaksanakan kegjatan ini, dilakukan dengan langkah 
sebagai bcrikut: 
l) Bimbingan teknis dalarn rangka penyegaran; 
2) Pcmbagian Tim dan Penerbitan SPT; 
3) Penyusunan program kerja cvaluasi SAKJP yang akan 

dilaksanakan; 
4) Pelaksanaan evaluasi SAKIP; 
5) Paparan basil reviu SKPD di hadapa.n Bupati/Sekretaris Daerah; 
6) Penerbitan laporan hasil cvaluasi SAKfP. 
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E:. Penyusunan Laporan Kegjatan Pengawasan 
l. Pengertian 

Penyusunan laporan kegiatan pengawasan merupakan bagian 
dari koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh yang meliputi 
tahap perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan 
dan pemantauan tindak lanjut basil pengawasan yang dilaksanakan 
oleh APIP. 

Setelah melaksanakan cugas pengawasan, APIP wajib membuat 
laporan hasil pcngawasan dan menyampaikannya kcpada pimpinan 
instansi pemerintah yang diawaai. Selain itu, bcrdasarkan Peraturan 
Menteri Pcndayaguaan Apararur Negara dan Reformasi Birckrasi 
Nomor 42 Tahun 2011 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan 
lkhtisar Laporan HasU Pengawasan Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah, APIP wajib menyusun dan menyampaikan ikhtisar 
laporan hasil pengawasan. 

c. Obyek pengawasan yang telah ditetapkan tersebut diinfonnasikan 
kepada Tim unruk disiapkan kelengkapan penugasannya, yang 
terdiri dari Anggaran Waktu Perneriksaan, Kartu Penugasan, 
Program Kcrja Pemeriksaan dan status pemeriksaan sebclumnya. 

d. Untu.k memperoleh perserujuan penugasan, diJa.kukan reviu secara 
bcrjenjang dengan tahapan rcviu dimulai dari Kctua Tim, 
Pengendali Teknis, Pembantu Penanggung Jawab dan lnspektur. 

e. Khusus untuk penugasan yang direncanakan membutuhkan biaya 
pcrjalanan dioas luar daerah, proses review cost sheet sebelum 
reviu oleh lnspcktur hams mela.lui reviu Sckrctaris. 

f. Dokumcn penugasan yang telah disetujui oleb lnspektur, 
discrahkan kepada Sekretaris uncuk diberl nomor dan dicatat 
dalam buku agenda sural kcluar. 

g. Sekretaris mcnyerabkan seluruh dokumen penugasan kepada Tim 
Pemcriksa/Evaluasi untuk Iinalisasi (netting) pembuatan dokumen 
penugasan dilengkapi dengan pcnerbitan SPPD. 

h. Finalisasi dokumen penugasan diajukan kepada lnspektur untuk 
ditandatangani dcngan melaJui reviu bcrjenjang oleb Pengendali 
Teknis dan Pcnanggung Jawab. 

i. Dokumen penugasan yang tclah ditandatangani oleh Inspektur, 
diserahkan kepada Sekretaris untuk didistribusikan dan 
diarsipkan. 

2. Pcngawasan diluar PKPT (non PKPT) 
Pemeriksaan diluar PKPT yang dilakukan lnspektorat adalah 

pengawasan yang dilaksanakan diluar PKPT. Pengawasan diluar PKPT 
dapat merupakan pengembanga.n dari hasil pemeriksaan obyek 
pemeriksaan, hasil kajian lnspektur, maupun atas disposisi/perlntah 
dari pimpinan. 



0. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan Pcmutakhiran Tindak 
Lanjut Hasil Pengawasan 
I. Bcrdasarkan pcmutakhiran data penyelesaian hasil pengawasan 

tehadap temuan yang belum ditindaklanjuti per jerus pemeriksaan 
APF, maka cli.lakukan Rapat Koordinasi Pengawasan sctiap enam 
bulan sekali. 

2. Inspektur mclaku.kan pcmutakhiran au,~ pelaksanaan tindak lonjut 
hasil pcngawasan. 

3. Hasil pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 
disampalkan kepada Bupati. 

4. Pemutakhiran hasil pengawasan dilakukan paling sedikit 2 (duaJ kali 
dalam setabun. 

F. Pemantauan 1\ndak Lanjur Hasil Pengawasan 
1. lnspektur melakukan pernantauan atas pelaksanaan tindak Ianjut 

hasil pcngawasan. 
2. Hasil pemantauan atas pclaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 

disampalkan kepada Bupati. 
3. Pemutakhiran basil pengawasan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali 

dalam setahun, 

2. Pela po ran 
3. lnspektur menyarnpalkan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan kepada 

Bupati dengan lcmbusan Mentcri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi. 
APIP menyampaikan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester I 
selambat-lambatnya tanggal 1 September tahun yang sarna, 
sedangkan untuk Semester II, yang merupakan akumulasi dar1 
semester I, diseral1kan sclambat-lambatnya tanggal 1 Maret tahun 
bcrikutnya. 
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tujuan 
(PKP), 
(KKP), Pemeriksaan 

pemeriksaan, penyusunan Program 
pelaksanaan PKP / pcnyusunan Kertas 
Penyimpulan/ Pelaporan. 
l. Program Kerja Pcmeriksaan (PKP) 

Pada setiap tahapan pemeriksaan disusu n Program Kerja 
Pemeri.ksaan (PKP). PKP disusun setelah pemeriksa memperoleh 
pemahaman yang cukup tentang tujuan pemeriksaan disetiap tahap. 
Program Kerja Pemeriksaan adalah prosedur dan teknik perneriksaan 
yang disusun sccara sistematis yang harus diikuti/dilak.sanakan oleh 
pemeriksa selama pelal<sanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan 
pemeriksaan. PKP disusun oleh Ketua Tim, direviu oleb Pengendali 
Teknis dan di:,etujui oleh Penaoggung Jawab perneriksaan. 
a. lsi dan Format PKP 

I) Pendahuluan 
Dalam pendahuluan dimuat infonnasi mcngcnai 

kegiatan/fungsi/program instansi secara singkat yang berguna 
sebagai larar belakang bagi pemeriksa untuk memahami dan 
melaksanakan program kerja pemeriksaan. 

2) Tujuan pemeriksaan 
Tujuan pcmeriksaan adalah sasaran yang ingin dicapai 

dari pemeriksaan, yang telah diidentifikasi mengandung 

perumusan 
Pemeriksaan 

rnelalui 
Kerja 

Kerja 

dilakukan Pemeriksaan 
A. Pemeriksaan 

Proses 

Pelakaanaan pengawasan internal di lingkungan PemerinLah 
Kabupaten Wonosobo dilakukan oleh lnspektorat, tnspektora; dalam 
melakukan pengawasan wajib mempedomani norma pengawasan dan kode 
etik. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah: 
1. Pemeriksaan 

a. Pcmeriksaan Kinerja; 
b. Pemeriksaan Oengan Tujuan Tertentu: 

1) Pemcriksaan Ketaatan; 
2) Pemeriksaan Khusus; 
3) Pemeriksaan Akhir Masa .Jabatan Kepala Ocsa; 
4) Pemeriksaan/ Penanganan Pengaduan Masyarakat; 
5) Pcmcriksaan dengan Tujuan Tertentu Lainnya. 

2. Reviu: 
3. Moniloring/Pemanra-uan; 
4. Evaluasi; 
5. Kegiatan pengawaean lainnya berupa Aeistenel, Soeialieaai, Koneultansi, 

Fasilitast, Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja perangkat daerah dan 
Pemerintah Desa, 

BAB III 
PELAKSANMN PENGAWASAN 



kelernahan clan yang memerlukan perbaikan. 1\tjuan 
perncriksaan harus jelas, sehingga dapat menjadi pedoman bagi 
perneriksa untuk dikembangkan 

3) Langkah-Jangkah kerja pemeriksaan 
Langkah-langkah kerja pemeriksaan adalah perintah kerja 

kepada pcmeriksa dalam mclaksanakan perneriksaan, 
merupakan instruksi yang ditulis dengan kalimat perintah 
dengan rnenerapkan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan. 

41 Dilaksanakan oleh 
PKP sebagai perintah kerja ditujukan kepada Anggota Tim 

yang ditugaskan untuk melaksanakannya. PllP juga merupakM 
sarana pembagian rugas bagi tim. Apabila seorang anggota tim 
yang ditugaskan tidak mampu untuk melaksanakannya, maka 
ia harus melaporkannya kepada Ketua Tim, sehingge tugas yang 
bersangkutan dapat dialokasikan kepada Anggota Tim Jainnya. 

5) Waklu yang dibutuhkan 
Adalah pcrkiraan waktu yang dibutuhkan untuk 

melaksanakao prosedur den teknik pcmeriksaan, yang 
disesuaikan dengan tingkat kesulitan mendapatkan buktl 
pemeriksaan dan banyaknyajumlah bukti yang diperlukan. 

61 Nomor KKP 
Untuk mcmudahkan penelusuran pelaksanaan PKP ke 

bukti perneriksaan yang diperoleh, perlu disebutkan nomor KKP 
terkait. Anggota Tim setelah menyelesaikan suatu langkah kerja 
yang ditctapkan dalam PKP kcmudiao mcmberikan nomor KKP­ 
nya serta menuliskannya dalam PKP yang bersangkutan, 
sehingga dapat dengan mudah diketahui bahwa suatu langkah 
kerja dala,n PKP tersebut tclah diselesaikan serta memudahkan 
Ketua Tim dan Pengendali Teknis dalam melakukan reviu dan 
mengendalikao kegiatan pemeriksaan. 

b.Jenis PKP 
!) Program Kerja Survai Pendahuluan 

Program Kerja Surval Pendahuluan diarnhkan untuk 
memperolch informasl umum dalam rangka pengenalan aspek­ 
aspek penting dan menerukan sasaran pemeriksaan sementara 
(renrative audit objective/TAO). lnformasi umum yang diperolch 
antara lain: dasar hukum, ketcntuan pendirian, tatar belakang, 
tujuan organisaai, masalah keuangan, uraian kegiatan, metodc 
dan prosedur pelaksanaan kegiatan, kebijakan yang berlaku, 
informasi lapangan dan masalah-masalah yang belum 
terpecahkan. 

Oalam pemeriksaan ulangan, beberapa infonnasi umum 
sudah diperoleh dan tersedia dalam dokumen, sehingga 
pemeriksa berkewajiban unruk mengevaluasi dan 
memutakhirkannya. 



2) Program Kerja Evaluasi SPM 
Program Kerja Evaluasi SPM diarahkan untuk 

memperoleb identiflkasi mcngcnai aspek-aspek pengendalian 
manajcmcn yang menunjukkan kelernahan serta mernantapkan 
TAO menjadifinn audit objectiue/FAO. 

3) Program Kerja Pengujian Substantif dan Pengembangan Temuan 
Program Kcrja Pcngujian Substantif dan Pengembangan 

Temuan diarahkan unruk memperoleh pcmbuktian lcbih lanjut 
atas PAO yang tetah diperoleh melalui survai pendahuluan dan 
evaluasi SPM. PKP tahap ini harus lebih nnci dan memenuhl 
kdengkapan atribut temuan yMg baik dalam penyajian kondisi, 
kriteria, penyebab, akibat dan pengembangan rekomendasi, 
sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan temuan 
pemeriksaan yang baik. 

2. Kertas Kerja Pemcnksaan (KKP} 
Catatan-catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan 

perneriksa secam sistematis pada seat melaksanaan pcmcriksaan 
dituangkan dalam KKP. KKP harus mencerminkan langkab·langkah 
kerja perneriksaan yang telah dituangkan dalam Program Kerja 
Pemeriksaan (PKP}, pengujian yang dilakukan, informasi yang 
diperoleh dan kcsimpulan hasil pemenksaan. Setiap pemeriksa wajib 
membuat KKP pada saat melaksanakan tugasnya, 
a. Syarat-syarat KKP 

1) Lengkap. 
2) Bcbas dari kesalahan, balk kesalshan hitung maupun kesalahan 

penyajian lnformasi. 
31 Didasarkan atas rakta dan argumcntasi yang rasional. 
41 Sisternatls, bersih, mudah diikuti dan diatur rapi. 
SJ Memuat hal-hal penting dan relevan dengan pclaksanaan 

pemeriksaan. 
61 Mempunyai tujuan yangjclas. 
71 Tidak menyalin temuan sebelumnya. 

b. Prosedur Pengisian KKP 
II Pada halaman pertama sebelah kin atas, tuliskan narna tnstansi 

pemeriksa dan di bawahnya dltutis nama obrik, aspek dan 
periode pemeriksaan. 

2) Pada halaman pertarna scbelah kanan atas untuk tiap kelompok 
KKP, tuliskan: Nomor KKP, disusun oleh/nama pemeriksa, 
tanggal, direviu oleh dun diparaf. 

31 Untuk setiap kelompok KKP yang terdiri dari beberapa halaman, 
tuliskan nomor halaman. 

41 Gunakan satu rnuka saja untuk tiap lembar KKP. 
51 Daftar pembantu dibuat dengan menggunakan lcmbarsn KKP 

yang tcrpisah. 
6) Cantumkan tcknik pemcriksaan, sumbcr data, kcsimpulan dan 

atau komentar dari pemeriksa. 
7) KKP harus dibuat diatas blanko KKP yang telah ditetapkan. 
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Pada tiap tahap, Pemeriksa dapar menetapkan tujuan 
perneriksaan, menyusun Program Kerja Perneriksaan dan rnenyusun 
Kcrtas Kcrja Pemeriksaan. 

Pengembangan tujuan dalam proses pcmeriksaan dimulru dan 
Potenlial Audit Objectives (PAO) yaitu pernyataan tujuan-tujuan 
pemcrlksaan dalam rumusan umum sepcrti ketaatan, cfektivitas dan 
cfisiensi. Setelah surval penda.huluan, PAO dirioci menjadi Telltative 
Audit Objective (TAO). TAO telah dirinci menjadi tujuan-tujuao 
pengujian substanuf. TAO akan diseleksl dan disusun priorltaa 
pengujian substansinya setcla.h evaluasi SPM dilaksanakan. Sctclah 

8) Untuk Iembaran KKP yang beraaal dari auditan [salinan] supaya 
diberi tanda 'Salinan uruuk Auditor" dan diberi catalan tanggal 
diterima, serta dibuat intisarinya. 

9) Untuk daftar yang diterima dari auditan agar diteliti 
kcbenarannya dan diseteksi menurut keperluannya. 

c. Pengarsipan 
I) KKP dihimpun dalam ordner da.n a.tau aejenisnya, 
21 Pada kulit depan ordner KKP ditulis: 

(a) Berkas aktif tanggal 
(b) Berkas tidak akti f tanggal 
(e) Arsip Nomor 
(d) KKP Nomor 
(e) Jcnis dan sasaran perneriksaan 
(f) Pcriode yang diperiksa 

3) KKP disimpan oleh Ketua Tim, masing-maslng untuk 
kcpcntingan pribadi dan Sub Bagian Umum dan Kcpegawaian. 

4) Daftar isi memuar antara lain: 
(a) LHP 
(b) Surat Perintah 
(c) Dafta.r ikhtisar tcmuan dan rekomendasi 
(d) Berkas KKP sesuai indeks: 

(1) Berkas Program Perneriksaan 
(2) Berkns Persiapan Pemerik&aan 
(3) Berkas Pemeriksaan 
(4) Tindak Lanjut 

3. Tahapan Pelaksanaan Pcmcriksaan 
Taha.pan pemcriksaan adalah tahap-tahap yang barus dilalui 

oleh Pemeriksa dalam melaksanakan suatu proses pemeriksa.an. 
Ta.ha.pan pcmcriksaan mcmbantu pemeriksa untuk melaksanakan 
perneriksaan sccara sistcmatis dan membantunya dalarn men.erapkan 
kcablian secara cermat, 

Tahapan pelaksana.an pemeriksaan adalah: 
a. Persiapan pemeriksaan: Survai pendahuluan 
b. Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen (SPMJ 
c. Pengujia.n substantif dao pengcmbangan tcmuan 
d. Pelaporan dan tindak lanjut 
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evaluasi SPM, TAO rnenjadi Finn Audit Objective (FAO), yaitu TAO yang 
telah diseleksi, disusun prioritas pengujian substansinya dan 
d.ikumpulkan lebih banyak bukti melalul ta.hap pengujian substansi 
dan pengembangan temuan, 
a. Persiapan pcmeriksaan: Survai Pendnhuluan 

Survei Pendahuluan merupakan langkah pertama 
pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dimaksudkan unruk 
mendapatkan grunbaran umum mcngenai auditan, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan lain-lain serta 
mendapatkan garnbara n mengenai kegiatan operasinnal yang 
diperiksa, termasuk rnendapatkan kriteria-kriteria yang diperlukan, 

b. Evaluasi Sistem Pengcodalian Manajemen (SPM) 
Evaluasi SPM adalah pemahaman dan pengujian terhadap 

sistern pengendalian manajemen atau sist.em pengendallen intern 
unruk menilai keandalan dan kerentanan SPM pada aspck kegiatan 
yang diperiksa terhadap terjadinya kccurangan, kckcliruan, 
kesalahsajian dan mcnghindari terjadinya risiko pemeriksaan, 
dasar mcnetapkan arah, Iuas, sifat dan lamanya pemeriksaan. 

Halcekat pengendalian manajemen adalah tindakan yang 
dilakukan oJeh manajemen unluk mengarahkan atau menja.lankan 
kegiatan sesuai dengan stander atau tujuan organisasi yang 
ditetapken. 

Evaluasi SPM bertujuan untuk lebih mendalami, 
memperjelas, atau memantapkan/memastikan sasa.ran 
pemeriksaan sementara yang diperoleh pada survai pendahuluan 
menjadi sasaran pcmeriksaan yang pasti/FAO. 

Manfaat evaluasi SPM adalah: 
I) Menghindari terjadinya risiko pemeriksaan 
2) Memberikan jaminan bahwa $asaran pcmerlksaan akan tercapru 

dengan baik 
3) Dasar menetapkan arah, luas, sifat dan Jamanya pemeriksaan 
4) Mempercepat proses pemeriksaan karena telab terarah. 

c. Pengujian Substantif dan Pengembangan Temuan 
I) Pengertian 

Pengujian Substanuf mempunyai arti yang hampir sama 
dengan pemeriksaan rinci atau pemeriksaan lanjutan yaitu 
pcngujian untuk menentukan apakah suatu masalah atau 
pcnyimpangan benar-benar terjadi atau tidalc. Hasil dari 
pengujian substantif adaJah temuan. 

Temuan adalah suatu kondisi nyata atau fakta yang tidalc 
sesuai dengan kriteria, didukung dengan pembuktian yang 
memadai, apa penyebabnya dan bagairnana akibatnya 
kcmudian dirckomendasikan untuk dipcrbaiki atau bagaimana 
solusi/jalan keluarnya. 

Pengembangan temuan aclalab pcngumpulan dan 
pendalaman informasi khusus yang bersangkutan dengan 



auditan untuk dievaluasi dan dianalisis karena tliyaki.ni akan 
berguna bagi pimpinan auduan. 

21 Persyaratan temuan yang dapat dikembangkan 
Temuan dapat diteruskan kepada pengguna Iaporan bila 

telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Cukup berarti/signifikan. 
b) Berdasarkan pada [akta atau bukti yang relcvan dan 

kompctcn. 
c) Oapat dikembangkan secara obyektif. 
d) Oidasarkan pada basil perneriksaan yang memadai guna 

mendukung setiap kcsimpulan yang diambil. 
c) Meyaklnkan, kesimpulan harus logis dan jelas. 
ij Oapat ditindaklanjuci. 

3) Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam 
pcngembangan temuan: 
a) Pertlmbang,m harus ditekankan pada siruasi dan kondisi 

pada seal kcjadlan, bukan pada saat pemeriksaan dilakukan. 
b) Harus mcmpertimbangkan sifat kompleksitas dan besamya 

jumlah serta niJai uang yang harus dipertanggungjawabkan 
olch auditan, 

c) Temuan harus dlanalisis secara jujur dan kritis untuk 
menghindarkan pengungkapan yang tidak logis, 

d) Wewenang dan tanggung jawab auditan perlu dikemukakan 
pada laporan, antara lain: 
(J) Khusus mengenai ketentuan yang tidak dilaksanakan. 
(2) Kemungkinan diadakan perubahan terhadap kerentuan 

yang berlaku. 
(3) Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 
4) Pemeriksaan rinci/Janjutan, dilakukan guna: 

a) Menguji sccara mendalam apakah terdapat 
ketidakekonomisan, ketidakelisienan dan/atau 
ketidakefektifan dalam suatu kegiatan/fungsi/program; 

b) Memperoleh bukti-bukti guna mendeteksi dan membuktikan 
secara jelas mengenai ada atau tidak adanya inefislensi, 
inekonomis, dan inefektif dari suatu kegiatan/fungsi/program 
sehingga diperoleh keyakinan ataa kesesuaian kondisi dengan 
k.rltcrianya. 

c) Temuan yang bcrarti dapat dikembangkan sampai tuntas. 
Kegiatan pcngembangan temuan dilakukan cukup luas, 
sehingga laporan disajikan dengan jeJas dasar simpulan dan 
rekomendasinya. 

5) Penggunaan tenaga ahli dari luar 
APLP dapat menggunakan reuaga ahli apabila APIP tidak 

mempunyai keahlian yang diharapkan unluk melaksanakan 
penugasan. Pimpinan APIP harus menggunakan advis dan 
bantuan dari pihak yang berkornperen dalam ha! pemeriksa 
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tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain 
kompetensl yang diperlu.kan untuk mclaksanakan seluruh atau 
scbagian penugasan. 

Tenaga ahli yang dimaksud dapat mcrupakan aktuarls, 
penilai (appraiser), pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, 
profesi medis, ahli statistik maupun geclogi. Tenaga ahli 
tersebut dapat bcrasal dari dalam maupun dari luar organisasi. 

Dalam bal penggunaan tenaga ahli, pemcriksa harus 
menilai kualifikasi profesionaJ, kompetensi dan pengalaman 
yang relevan, independensi dan proses pengendalian kualitas 
dari tenaga ahli tersebui, sebelum mcnerima penugasan 
pemeriksaan. Penggunaan tcnaga ahli harus disupervisi 
sebagaimana pemeriksa. 

6) Pendalaman lcmuan yang berindikasi tindakan melawan hukum 
(illegal aCI) atau penggelapan (fraud) 
Apabila diduga ada unsur tindakan melawan bulrum atau 
penggelapan, maka pemeriksaan diperdalam untuk meyakinkan 
adanya fraud dan mcngidcntifikasi serta meminta 
pertanggungjawaban dari pejabat auditan yang melakukan 
tindakan melawan hukum terscbut, Prosedur ini terjadi pada 
audit investigative dan audit Pcnghitungan Kerugian Keuangan 
Negara. 

7) Memberikan rekomcndasi perbaikan. 
Rckomcndasi adalah saran yang konstruktif kcpada 

pimpinan auditan atau pejabat yang berwcnang untuk 
melakukan perbaikan atau langkah tertentu atas kelemahan, 
kesalahan, penyimpangan yang terjadi setelah memperhatikan 
kondisi, kriteria, sebab dan akibat. Rekomendasi harus 
dirancang untuk memperbaiki keadaan yang memerlukan 
perbaikan. 
a) Pada umurnnya temuan diakhiri dcngan rekornendasi yang 

ditujukan kcpada pimpinan auditan sehubungao dengan 
korcksi kclcmahan atau pencegahan berulangnya kclcmahan 
tersebut. Langkah-langkah perbail<an merupakan tanggung 
jawab pirnpinan auditan. 

b) Untuk memberikan rekomcndasi secara konstruktif; 
perneriksa harus mcmaparkan sctiap kclernahan secara 
lengkap. Jika pemeriksa tidak dapat merekomendasikan 
suatu cara yang terbaik dari berbagai alternatif unruk 
mcngambil tindakan korektif, sebaiknya pemeriksa 
memberikan saran berdasarkan berbagai pilihan yang 
diyakininya. 

d. Pelaporan dan Tindak Lanjut 
Laporan basil pemcriksaan adalah sarana 

mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pemakai laporan 
secara tcrtulis. Laporan basil pemeriksaan menyajikan lnformasi 
yang bcrguna dan tepat waktu mengenai temuan dan rekomendasl. 



Laporan basil pemeriksaan dapat disusun dalam dua bentuk 
yaitu benruk bab dan bcntuk surat. Bentuk bab digunakan untuk 
menyampaikan tnformasl penting dengan jumlah materi yang 
banyak, sedangkan bcntuk surat digunakan untuk menyampaikan 
materi yang rclalif sedikit dan/ atau harus disampaikan dengan 
segera. 

Tindak lanjut atas rckomcndasi atau saran yang disampaikan 
pcmcriksa melalui Japoran hasil pemeriksaan mcrupakan tanggung 
jawab pihak auditan. Untuk mendorong efektivitas penyelesaian 
tindak lanjut temuan pemeriksaan, pemeriksa wajib memantau 
tindak lanjul yang dilakukan auditan. 

4. Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan 
a, Persiapan Pemeriksaan: Survai pendahuluan 

l] Pcrtcmuan awal (Entry Briefing) 
a) Pengendali Mutu/Pcngendali Teknis memimpin pertemuan 

awal dengan Kepala Instansi/SKPD/obyek pemeriksaan/yang 
mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan 
perneriksaan; 

b) MenyampaJkan Surat Perintah Tugas dan standar pemeriksaan 
terkait dengan etika perilaku perncriksa pada proses 
pemeriksaan; 

c) Tim Perneriksa mengungkspkan secara jelas tentang sasaran 
pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan. periode yang 
diperiksa, waktu pemeriksaan serta petugas pemeriksa. 

2) Memahami dan menelaah Tugas Pokok dan Pungsi (Tupoksi) 
Auditan 

3) Mengidcntifikasi area kunci dan titik-titik kritis 
Rincian kegiatan pada tahap ini terkait dengan: 

a) PcngumpuJan lllformasi 
Informasi yang dikumpulkan harus relevan dan penting 

sesual deogan tujuan pemeriksaan, Dalam pengumpulan 
informasi, terrnasuk pula pengumpulan kriteria untuk 
mengukur keekonomlsan, keefisienan dan keefektifan, serta 
ketaatan, ln!ormasi mengenai gambaran umum yang 
dikumpulkan antara lain: 
(I) Visi, misi dan strategi auditan. 
(2) Peraturan perundang-undangan yang me.njadi dasar 

organisesi auditan. 
(3) Kebijakan-kebijakan dan pedoman peraturan internal. 
(4) Lingkungan internal, ekstcrnal, pemangku kcpentingan 

dan pihak terkait Jainnya. 
(5) Tugas pokok dan fungsi auditan. 
(6) Struktu.r organisasi dan personil yang terlibat didalamnya 

dan job description. 
(7) Anggaran, reelisasi dan/atau Iaporan kinerja lainnya. 
(8) Pedoman dan peiunjuk pelaksanaan tentang stsrem 

informasi manajemcn. 



(9) Hasil pemeriksaan periode scbelumnya baik dari internal 
maupun cksternal, 

b) Penclaahan informasi 
Pengttjian dan penelaahan informasi yang telah 

didapatkan bcrtujuan untuk mcnilai atau mcndcteksi ada 
tidaknya kelemahan dan kerentanan dalam pelaksanaan 
kcgiatan dan unsur-unsur pengcndalian manajemcn auditan, 

41 Menyusuo simpulan survai pendahuluan 
SimpuJan survai pendahuluan te.ruta.ma be.risi informasi 

umum tentang auditan, penetapan tingkat risiko yang terkait 
dengan operasi organisasi auditan dan sasaran pemeriksaan 
sementara atau te111ative audit objective (TAO). 

b. Evalua&i Sistem Pengendalian Manajemen 
Kegiatan evaluasi sistem pengendalian ma.najemen adalah: 

l] Mcndapatkan informasi mengenai SPM; 
21 Menelaab dan menguji keandalan SPM; 
31 Membuat sirnpulan yang antere lain berisi FAO atau tcmuan 

yang patut dikembangkan/temuan sementara Y"llS merupakan 
sasaran pengujian substantif. 

c. Pengujian Substantif dan Pcngcmbangan Temuan 
1..angkah pengujian substansi adalah sebagai berikut: 

I) Menetapkan prioritas pengujian eubstantit (perumusan ruiuan 
pemeriksaan). 

21 Menyusun program kerja pengujian substantif. 
31 Melaksanakan program kerja pengujian substantif, pembuatan 

KKP dan daftar tcmuan. Pelaksanaan program kcrja pemeriksaan 
adalah penilaian terhadap: 
(a) Kctaatan seciap kegiatan kepada ketentuan/ peraruran dan 

kcbijakao yang sudah ditetapkan. 
(b) Pcncapaian tujuan yang telah ditetapkan (efoktivitas kcgiatan) 
(c) Kehematan dalam memperoleh sumber dana dan sumber 

daya 
(d) Efisicnsi penggunaan sumber dana dan sumber daya 
(e) Kegiatan-kegiatan dan transaksr flnaneiat yang meliputi: 

pengendalian pengcluaran, penerimaan, pendapatan dan 
aktiva (kelnyakan pe.mbukuan transaksi-transaksi keuangan 
dan surnber-sumber dana dan daya), ketepatan, kebenaran 
dan kernanfaatan laporan-laporan keuangan. 
Langkah-langkah pengembangan ternuan adalah sebagai 

berikut: 
II Kuasai peraturan perundang-undangan yang bcrkaitan dengan 

temuan. 
2) Kenali secara khusus apa yang kurang dalam hubungan dengan 

kriteria/ tolok ukur yang berlaku. Pada dasarnya dalam suatu 
perneriksaan, pemeriksa membandingkan apa yang sebenamya 
tcrjadi dengan apa yang seharusnya ierjad]. Bila dalam 



pemeriksaan tidak dijumpai tolok ukur, ma.ka pcmeriksa harus 
menunuskannya bersama-sama dengan auditan. 

3) Pahami batas wewenang dan tanggungjawab pejabat yang 
terlibal dalrun pclaksanaan kegiatan. program dan fungsi 
auditan. Pahaml juga pejabat yang bcrtanggungjawab pada 
tingkat yang lebih Linggi untuk mengetahui pada siapa laporan 
dan rekomendasl ditujukan. 

41 Idcntifikasi dan pahami sebab dari tcmuan. 
51 Tentukan apakah temuan itu merupakan kasus yang berdiri 

sendiri atau berkaitan dengan yang Iainnya, 
6) Tentukan akibat dari temuan tersebut, 
7) Dapatkan tanggapan pejabat atau pihak yang Iang .. ung 

berkepentingan yang mungkin akan mengalami akibat negatif 
oleh pelaporan temuan tersebut, 

81 Dapatkan kesediaan auditan untuk mcnindaklanjuti. 
9) Tentukan tindakan korektif atau perbaikan yang parut 

disarankan. 
d. Pclaporan dan tindak lanjut 

11 Penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Laporan Hasn 
Perneriksean (LHP) dan reviu berjenjang 
a) Tim Pemeriksa menyusun Konsep Naskah Hasil Pcmeriksaan 

yang mernuat rernuan dan hal-hal yang perlu menjadi 
perhatian pada print out; 

b) Tim Pemeriksa menyusun Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan 
yang memuat informaai umum dan kesimpulan basil 
pemeriksaan (temua.n dan hal-hal yang perlu menjadi 
pcrhatian] pada print out; 

cl Pengendali Mutu melakukan reviu terhadap kertas kerja yang 
dibuat oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim 
dcngan mengsunakan ballpoint berwama biru; 

di Pengendali Teknls/Pembantu Penanggung Jawab melakukan 
reviu terhadap kcrtas kcrja yang dibuat oleh Ketua Tim dan 
Anggota Tim dcngan menggunakan ballpoint berwama rnerah; 

e) Ketua Tim melakukan Reviu terhadap Kenas Kerja yang 
dibuat oleh Anggota Tim; 

I) Tim Pemeriksa menerbitkan Naskah Hasil Pemeriksa.an yang 
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa (Pengcndali Teknis sampai 
dengan Anggota Tim) dengan print out. 

21 Perternuan Akhir (Exit Briefing) 
al Exit Briefing adalah pcrtemuan antara Tim Pemeriksa yang 

dipimpin oleh Pengendali Teknis atau Pembantu Penanggung 
Jawab dengan pimpman audita.n setelah berakhimya suatu 
rangkaian kegistan pemeriksaan. 

b) Naskah Hasil Pemenksaan disarnpaikan kepada pimpinan 
obyek yang diperiksa/yang mewakili; 
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B. Reviu 
Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 

memastikan bahwa kegiatan tcrscbut telah dilaksanakan sesuai dcngan 
ketentuan, standar, renca.na, at.au norma yang telah ditetapkan. 

Rcviu dilakukan dengan berbagai kegiatan yang berurutan. 
Kegiatan-kegiatan ini tersusun d.alam tahapan reviu. Tahapan reviu 
tcrdiri dari persiapan reviu, pelaksenaan rcviu dan pelaporan hasil reviu. 
Tahapan-tahapan ini dilakukaa dengaa standar/pedoman yang berlaku. 

c) Pimpinan obyek yang diperiksa dapat mengajukan tanggapan 
terhadap hasil pemcriksaan dengan klarifikasi dan 
menyertakan bukti dukung yang diperlukan; 

d) Kedua bclah pihak menandatangani Naskah Hasil 
Perneriksaan. 

3) Pclaporan hasil pemeriksaan 
a) Ekspose Hasil Pcmcriksaan 

(I) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai 
melalrukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa melakukan 
ekspose hasil pemeriksaan dalam kegiatan Pelatihan di 
Kantor Sendiri (PKSJ oleh Ketua 'l'im untuk memaparkan 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 

(2) Ekspose Konscp Laporan Hasil Perneriksaan oleh Tim 
Pemeriksa dipimpin para Peagendali Teknis yang diikuti 
oleh Kerua Tim dan Anggota Tim; 

b) Penyusunaa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHPJ 
( l) Selambat-lambatnya 15 (lima bclas) hari sctelah selesai 

mclakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa wajib 
menyelesaikan laporan basil pemeriksaan yang tetah 
diperbaiki sesuai basil paparan. 

(2) Tim Pemcriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan 
print our (setelah disesuaikan dengan naskah hasil 
pemeriksaan yang ditandatangani kedua belah pihak) dan 
ditand.atangani Lnspektur untuk disampail<an kepada 
Bupatl. 

5. Tuhapar, dan Proscdur Pemeriksaan IGnerja 
Tahapan dan prosedur pelaksanaan pemcriksaan kincrja adalah 

sebagalmana tclah clisebutkan di atas. 
6. Tahapan Pclaksanaan Perneriksaan Dengan Tujuan Tertentu 

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertenru 
adalah scbagaimana tahapan pelaksanaan pemeriksaaa kinerja, tetapi 
didalam pelaksanaan pemeriksaan dengan rujuan tertentu tidak 
dilakukan proses pengembangan temuan. 

DaJam pcnguagkapan pibak yang bertanggung jawab a.tau yang 
diduga cerllbat, perneriksa barus memperhatikan azas praduga tidal< 
bersalah yairu dengan tidak menyebut identitas lengkap. 



1. Persiapan Reviu 
Persiapan perlu clilakukan scbetum mclaksanakan reviu agar 

tujuan rcviu dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Persiapan 
reviu diawali dcngan pcrsiapan penugasan, pengurnpulan infonnasi 
dan identifikasi pennasalahan serta penyusunan program kerja reviu, 
a. Persiapan Penugasan 

Tahap ini mcliputi pe.rsiapan tim untu.k penugasan rcviu 
yaitu penentuan tim reviu serta alokasi waktu, anggaran, dan 
penerbitan surat tugas unluk pelaksanaan reviu tersebut. Surat 
tugas mencakup tujuan, ruang fingkup daa sasaran reviu. 
Sclanjutnya, perfu ada suatu pertcmuan awal dalam rangka 
pengnrahan um, persamaan persepsi, kesatuan langkah di 
Japangan seperti teknik reviu yang akan dilakukan. 

Jadwal dan jangka waktu pelakaanaan dan pcnyclcsaian 
reviu discsuaikan dengan Pedoman/ketenluan yang bcrlaku, 

b. Pengumpulan Informasi dan ldentifikasi Permasalahan 
Pengumpulan informasi dan identifikasi permasalahan 

diperoleh berdasarkan hasil tclaaban laporan yang diperoleh APIP 
(desk review), laporan basil pemeriksaan yang ada, baik oleh 
auditor ckstcm maupun APIP dan sumber informasi lain. 
Berdasarkan identifikasi tersebut, APIP menentukan luasnya reviu 
yang akan dilakukan, dan merencanakan entitas SKPO yang perlu 
disampel. 

c. Penyiapan Program Kerja Reviu 
Sebelum tim rnelakukan reviu perlu dirumuskan Jangkah­ 

langkah kerja (program kerja reviu) sebagai panduan agar 
pclaksanaan dapat lebih terarah, 

2. Pelaksanaan Reviu 
Pelaksanaan reviu mencakup impkmcntasi program kerja yang 

telah disusun pada tahap persiapan, pcnyusunan kertas kerja reviu 
dan pernbahasan hasil reviu. Program kerja yang telah disusun dapat 
dila.kukaa penyesuaian jika kondisi yang ada rnengharuskan 
dcmikian. Akan tetapi barus diperhatikan agar tujuan reviu tctap 
dapat dicapai. Penyusunan kertas kerja reviu dilakukan dengan 
memperhatikan persyaratan penyusunan kcrtas kerja yang baik. 
Pembaha.san basil reviu dilaksanakan di antara tim reviu da.n juga 
dengan pihak yang clireviu. Dalam pembahasan hasil reviu termasuk 
pembahasan rnengenai koreksi yang perlu dilakuka.n dan perbaikan 
sistem pengendalian intern. 

3. Pelaporan Hasil Rcviu 
Pelaporan basil reviu yang dimaksud dimulai dari penyusunan 

konsep hasil revru sampai dengan penandatanganan basil reviu. 
Laporan hasil reviu dapat bcrupa laporan tanpa paragraf penjelas dan 
laporan dengan paragraf penjelas. 



E. Kegiatan pengawasan lainnya berupa Asistensi. Sosialisasi, Konsultansi, 
Pasilitasi, Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis terhadap 
penyelenggaraan rugas dan fungsi unit kerja perangkat dacrah 

Pelaksanaan kegjat~n pengawasan lainnya didasarkan pada PKPT 
yang tclah ditctapkan dan prosedur pelaksanaan kegiatannya mengikuti 
mekanismc pelaksanaan kegiatan pengawasan. 

Apabila pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya telah selesai 
maka harus dibuatkan Japoran hasil kegiatan, dengan bcntuk, jumlah 
den. distribusinya sesuai ketenluan/pedoman yang berlaku 

Tahapan Pelaksanaan Evaluasi 
1. Perelapan 

Pada tahap peraiapan evaluasi diawali dengan pernapan 
penugasan, pengumpulan informasi dan identilikasi permasalahan 
scrta penyusunan program kerja evaluasi. 

2. Pelaksanaan 
Pada tahap pelaksanaan evaluasi dilakukan kegjatan 

pembandingan hasil kegiatan dengan standar rencana atau norma 
yang tdah ditctapkan dan menenlukan faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam 
mencapai tujuan. 

3. Pelaporan 
Pada tahap pelaporan hasil evaluasi dilakukan kegiatan 

penyusunan laporan hasil evafuast dan pertemuan akhir dengan 
evaluatan, 

0. Evaluasi 
Evaluasi ada.lah rangkaian kegiatan membandingkan 

hasil/prcstasi suatu kegiatan d.engan standar, rencana, atau norma 
yang telah ditetapkan dan menentukan Iaktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam 
mencapai tuj uan. 

C. Monitoring/Pemantauan 
Tahapan Pelaksanaan Monitoring/Pcmantauan: 
1. Pcrsiapan 

Inspekterat mempersiapkan bahan monitoring/pemantauan 
berupa data yang diperlukan. 

2. Pelaksanaan 
lnspektorat me man tau dengan membentuk Tim 
Pemantau/ Monitoring. 

3. Pela po ran 
a. Tim Pemantau melaporkan basil Monitoring/ pemantauan 

kepada tnspekrur: 
b. lnspektur melaporkan hasil Monitoring/ pernantauan kepada 

Bupati. 
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C. Prosedur Pencrbitan dan Oistribusi l,HP 
I. Prosedur penerbitan laporan adalah sebagai berikut: 

a) Selambat-lambatnya 15 (lima betas) hari setelah selesai melakukan 
pemeriksaan kinerja, Tim Perneriksa wajib mcnyelesaikan laporan 
hasil pemeriksaan yang t.elah diperbaiki sesuai hasil ekspose 
beserta Nota Oinas Inspektur kepada Bupati. 

3. Tai Laporan 
Laporan harus lcngkap, akurai, obyektif, mcyakinkan, serta 

jelas dan ringkas sepanjang ha! ini dirnungkinkan. 

B. Penyusunan Bcntuk Laporan, Pcnggunaan Huruf, lsi Laporan, Prosedur 
Pencrbitan LHP 
I. Pcnyusunan Bentuk LHP 

Laporan Hasil Pengawasan terdiri dari laporan bentuk surat dan 
laporan bcntuk bab. La.poran bentuk surat mcmuat hal-hal yang 
bcrsifat atrategis dan mendesak untuk scgera ditindaklanjuti. Laporan 
bentuk bab terdiri atas beberapa bab yang maksudnya untuk 
melaporkan hasil pemeriksaan secara menycluruh. Baik bcntuk surat 
maupun bab, laporan hasil pemeriksaan setidaknya harus memuat: 
SJ Dasar melakukan pemeriksaan; 
b] ldentifikasl pemeriksaan: 
c) Tujuan/sasaran, Lingkup dan metodologi pemeriksa.an; 
d) Pernyataan bahwa. pemeriksaan dilaksanakan t-.esua.i dengen 

standar perneriksaan; 
c) Kriteria yang digunakan untuk mcngcvaluasi; 
t) Hasil pemeri.ksaan berupa kesimpulan, temuan pemeri.ksaan dan 

rekomendasi; 
g) Tanggapan dari pejabat auditan yang bertanggungjawab; 
b) Pernyataan adanya keterbatasan dalam pemeriksaan serta pihak­ 

pihak yang menerima laporan; 
i) Pelaporan informasi rahasia apabila ada. 

2. Penggunaan Huruf 
Untuk keseragaman, pengetikan dengan computer 

menggunakan tipe huruf Arial 11 atau 12. 

A. Pengertian 
Sebagai kcgiatan akhir dari tu gas pemeriksaan adala h 

penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Laporan tersebut adalah 
sarans komunikasi yang rcsllll dan sangat pcnting bagi pcmeriksa untuk 
mcnyampaikan hasil pemeriksaannya kepada pihak auditan, pihak yang 
berwenang atau yang bekepentingan. 

BAB IV 
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN 



2. Distribusi laporan adalah sebagai berikut: 
a) Laporan hasil perneriksaan disere.hkan kepada pimpinan organisasi, 

au.ditan, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima 
laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuau peraruran 
perundang-uodangan. 

b) Laporan hasil pemeriksaan kinerja harus didistribusikan tepat 
waktu kepada pihak yang bcrkcpentingan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, Namun dalam hal yang diperixsa 
merupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau 
dilarang disampaikan kepada pihak-pihak rertentu atas dasar 
ketentuan pcraturan perundang-undangan, maka APIP harus 
membatasi pcndistribusian laporan tersebut. 

c) Apabila suatu pemeriksaan dihcntikan sebelum berakhir, tetapi 
pemeriksa tidak mengeluarkan laporan hasil pemcriksaan, maka 
pemeriksa harus membuat catatan yang mengikhtisarkan hasil 
pemeriksaannya sampai tanggal penghentian dan mcnjelaskan 
alasan penghcntian pemcriksaan tcrsebut, Pcmcriksa juga barus 
mengkomunibsi.kan secara tertulis alasan penghcntian 
pemeriksaan tersebut kcpada auditan dan pejabal lain yang 
berwcnang. 

b) Setiap berkas LHP yang diajukan harus dilcngkapi dengan, Kartu 
Pcaugasan, Alokasi Anggaran Waktu Audil, Sural Perintah Tugas, 
Pakta lntegritas. Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit 
(({KAI, Lem bar Reviu Supervisi, Roting Slip, kuesioner Auditan, NHP 
beserta tanggapannya, Surat Pernyataan Kcsanggupan, Rcviu 
Konsep Laporan, Konsep Temuan dao RTL dan Laporan 
Tindaklanjut dan Temuan Audit. 

c) Konsep LHP, Nota Dinas, dan Koreksi Intcm yang telah disctujui 
oleh Inspektur diserahkan kepada Sekrctariat untuk dicatat dalam 
Buku Agenda dan diberi Nomor LHP. 

di Konsep LHP, Resume dan Koreksi yang telah diberlkan Nomor 
diserahkan kcmbali kepada Tim Pemeriksa/Evaluasi untuk 
finalisasi (netting), dan sekaligus melakukan pcnggandaan LHP, 
Nota Dinas dan Koreksi Intern yang telah dibcrikan nomor tadi. 
Jumlah cksernplar LHP, Resume dan Korcksi Intern mengikuti 
masing-maslng pedoman pcmeriksaan/ evaluasi. 

e) Finalisasi LHP, resume diajukan kepada Inspektur untuk 
ditandatangani mclalui review bcrjenjang oleh Pengendali Teknis 
dan Ketua Tim. 

D Khusus untuk Form TP-111 (Lcmbar Ternuan] yang telah diselujui 
oleh lnspektur, diserabkan kepada Sekretarial (Sub Bagian PEP) 
untuk di-input kedalam Sistem lnformasi Manajemen Hasil 
Pengawasan. 

g) LHP, Resume yang telah ditandatangani oleh lnspektur dan Koreksi 
Intern diserahkan Sckretariat untuk penjilidan, pendistribuslan, 
dan pengarsipan. 
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B. Prosedur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 
•. Penanggungjawab Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP): 

a. Mengusulkan pcnctapan Sekretariat dan Koordinator Tl.HP kepada 
lnspektur; 

b. Menetapkan pemutakhlran data hasil pengawasan; 
c. Melakukan pcmantauan Laporan Hasil Pcogawasan tahun berjalan. 

2. Penanggungjawab Tindak Lanjut Hasil Pengnwasan (TLHP) 
menetapkan program yang disusun bersama-sama: 
a. Sckrctaris (Kasubag PEP) 
b. Koordinator TLHP APF BPK-RI 
c. Koorc!inator Tl.HP APF BPKP 
d. Koordinator TLHP APF Jnspekrorat Provinsi 
e. Koordinator TLHP Kinerja 
f. Koordinalor TLHP Dengan Tujuan Tertentu 

3. Program kerja dimaksud, memuatjadwal, waktu dan tim 1indak la.njut 
hasil pengawasan untuk tindak Ianjut hasil pemeriksaan: 
a. BPK·RI 
b, lnspektorat Provinsi dan BPKP 
c. lnspcktorat Kabupaten 

4. Dari program kerja dimaksud ditetapkan jenis penyelesaiannya yakni: 
a. Monitoring ti.ndak lajut hasil pengawasan 
b. Rapat Koordinasi Pengnwasan (Rakorwas) dan pemutakhiran tindak 

lanjut hasil pengawasan 
c. Pendampingan penyelesaian basil peogawasan 

A. Pengcn:ian 
1. Tindak Janjut adalah tindake.n yang dilaksanakan oleh auditan sesuai 

dengan rekomendasi yang tclah dikemukakan/cLisampaikan APIP 
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Yang ber\anggungjawab 
metaksanakan tindak Ianjut adalah pihak auditan, sedangkan 
lnspektorat Kabupaten Wonosobo berkewajiban memantau tindak 
lanju1 dimaksud. 

2. Kegiatan Penyelesaian undak lanjut hasil pemeriksaan terdiri dan: 
a) Monitoring tindak Iajut basil pengawasen 
b) Koordinasi tindak lanjut hasil pengswasan 
c) Pcndampingan penyelesaian hasil pengawasan 

3. Monitoring tindak Iajut hasil pengawasan, dilakukan dengan meliha.t 
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; 

4. Koordinasi tindak lanjut basil pcngawasan, dilakukan dalam bentuk 
rapai kerja/rapat terbatas alas penyelesaian tindak Ianjut hasil 
pengawasan; 

5. Pcndampingan penyelesaian basil pcngawasan, adalah bimbingan 
teknis yang dilakukan dalam rangka pcayclcswan tindak lanjut basil 
pengawa.san. 

BABV 
TINDAK LANJUT HASlL PENOAWASAN 
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Selelah dilakukan program kerja ditetapkan berdasarkan jenis 
penyelesaiannya, maka dibentuk Tim Monitoring dengan prosedur kerja 
sebaga.i berikut: 
1. Monitoring dan Koordinasi Intern Tindak Lajut Hasil Pcngawasan 

a. Persiapan 
I) Sebelurn pelaksanaan monltoring terlebih dahulu dilakukan 

koordinasi antara Ketua Tim dan Anggota Tim; 
2) Ketua Tim menghubungi obyck monitoring guna mcmastikan 

kesiapan mcnerima pelaksanaan monitoring, l (satu) hari kerja, 
sebelum pelasanaan pemeriksaan; 

3) Anggota Tim membuat program kcrja monitoring berdasarkan 
Laporan Hasil Pemenl<saan/Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan 
yang ditandatangani oleh Ketua Tim, dan telah dOakukan 
pembagian tugas bersama anggota tim; 

4) Ketua dan anggota menelaah data dan informasi dan dokumen 
yang diperlukan dalam rangka pemberian arahan tindak Iaruut 
hasil pemeriksaan serta berkonsultasi dengan pcmcriksa/tim 
pemeriksa apabila dipertukan. 

b. Pelaksanaan Monitoring Lapangan 
l) Ketua Tim mcmimpin pelaksanaan tugas monitoring pada 

obyek-obyek yang monito.rlng seeuai dengan program kerja; 
2) Angota Tim menyusun Keri.as Kerjtt Monitoring Lapangan 

(KKML) berupa bukti dukung penyelesaian tindak lanjut dan 
kesanggupan penyelesaian apabila belum ditindak lanjuti dalam 
bcrita acara yang memuat waktu dan metode penyelesaian serta 
ditandatangani oleh obyek/ penanggungjawab obyek monll.oring; 

3) Ketua Tim, membuat kesepakatan penyelesaian tindak Janjut 
melalui koordlnasi teknis di lnspektorar dan menyampaikan 
catatan penyelcsaian yang dipcrlukan dalam kcrtas kcrja yang 
ditandatangani keduabclab pihak. 

c. Pelaksanaan Koordinasi Teknis 
I) Ketua Tim, membuat dan menyampaikan undangan 

penyelesaian tindak lanjut berdasarkan kesepakatan yang telah 
clibuat sebelumnya; 

2) Kenia Tim, memirnpin pelaksanaan penyelesaian tindak Janjut 
melalui rapat terbatas; 

3) Angota Tim menyusun Kertas Kerja Monitoring Teknis (KKMT) 
bcrupa bukti dukung penyelesaian tindak lanjut. 

d. Pelaporan 
l)Ti.m monitoring menyusun Laporan Hasil Monitoring yang 

memuat hasil penyelesaian dengan kategori selesai dan catatan 
tindak lanjut yang tidak sclesai guna penilaian kinerja; 

2) Sclambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai 
mclakukan monitoring, menyerahkan hasil laporan kcpada Sub 
Bagian PEP kepada masing-maeing koordinator TLHP. 
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0. Batas Waktu Penyelesaian 'l'indak La,tjul Hasil Pengawasan 
1. Tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) 

hari kalender seietab tangga.l diterimanya laporan hasil pengawasan. 
2. Wakil Bupati bertanggungiawab atas pclaksanaan tindak Ianjut basil 

pengawasan yang dilakukan oleb Kcpala Satuan Kerja Perangkat 
Daerab. 

3. Wakll Bupati memerintahkan kepada Majelis 'l'Untutan Ganti Rugi 
untuk mclakukan penyelesaian dalam ha! tindak lanjut hasil 

C. Pencntuan Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 
Status tindak lanjut hasil peugawasan tcrdiri dari tiga jenis, yaitu: 

1. Selesai (S), apabila tindak lanjut yang dilaksanakan/ disampaikan 
mcncukup.i rekomendasi yang diberikan. 

'2. Dalam Proses (D), apabila scbagian tindak lanjut telah 
dilaksanakan/disampaikan mencukupi rek.omendasi yang diberikan, 
namun terdapat rekomendasi yang belum tuntas tindak lanjutnya. 

3. Belum ditindaklanjuti (B), apabila seluruh rckomcndasi belum 
dilaksanakan. 

Status tindak lanjut hasil pengawasan ditcntukan oleh Tim 
Koordinasi teknis yang tcrdiri dari masing-masing Koordinator TLHP dan 
Ketua Tim tcrkait dengan materi temuan dan obyek pemeriksaan. 

2. Rapa! Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) clan Pemutakhlran 'l'indak 
Lanjut Hasil Pengawaean 
a. Sekretarls bcrsama Kasubbag PEP dan Koordinator TLHP 

mcnyusun program kerja Rapa! Koordinasi Pcngawasan dengan 
menentukan jadwal dan administrasi rapal kedinasan (undangan, 
bahan rapat dan progres/ perkembangan penyelesaian 'l'LHP APF). 

b. Program kcrja ditetapkan Sekretaris dan dikctahui lnspektur. 
c. Pelaksanaan kegiatan dibuka lnspcktur, dipimpin oleh Sekretaris 

serta difasilitasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub 
Bagian PE:P. 

d. Notulensi Rapa! dilakukan di Sub Bagian PEP. 
e. Koordinasi teknis dilakukan oleh masing-masing Koordinator TLHP, 

Tnspektur Pembantu, dan Pengendali 'l'eknis JFA sesuai dengan 
matcri temuan dan obyek pemeriksaan. 

r. Hasil koordinasi teknis disusun laporan yang dikompilasi di Sub 
Bagian PEP untuk ditentukan apakah diperlukan pendampingan 
penyelesaian hasil pcngawasan. 

3. Pendampingan Penyclcsaian Hasil Pengawasan 
a. Apabila dianggap perlu dilakukan pendamplngan, sekretaris 

menetapkan SKPD yang penyelesaian hasil pcmeriksaanya 
memerlukan pendampingan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi 
Pengawasan; 

b. Pemberian penugasan pada Tim sesuai dengan bidang keahlian 
kepada Ketua dan Anggota Tim ,Jl"A. 



E. Pemberian Kelcrangan Ahli di Persidangan oleb Pemeriksa/APIP 
I. Pcngertian Ke,erangan Ahli, Pemberi Keterangan Ahli dan Bcntuk 

Kctcrangan Ahli 
a. Pengcrtian Keterangan Ahli 

Ketcrangan ahli adalab keterangan yang dibcrikan oleh 
seorang yang merniliki keahlian khusus tenlang ha! yang 
diperlukan untuk. membuat terang suatu perkara pidana guna 
kcpentingan perneriksaan (KUHAP Paw l ayat 28). 

b. Pembcri Keterangan Ahli 
Pengertian pemberi ketcrangan ahli adalah orang yang 

dapat membcrikan keterangan guna kepenungan penyidikan, 
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia 
mempunyai keahlian khusus tent.angnya. Sebaga.i orang yang 
memiliki keahlian yang dlperlukan unruk membuat terang suatu 
pcrkara pidana gum, kcpentingan suatu pcmcriksaan, sehingga 
perneriksa lnvestigatif pada APIP adalah orang yang menguasai ilmu 
akuntansl dan auditing khususnya bidang invesUgatif serta pandai 
dan mahir dalam mcncrapkan ilmu tcrsebuc dalam bidang dan 
pekerjaan yang tcrkait dengan Jlmu tersebut dapat dinyatakan 
sebagai seorang ahli dan dapat dipanggil untuk memberikan 
keterangan ahli balk di sidang pcngadilan dalam perkara pidana. 

c. Beotuk keterangan ahli 
Bentuk keterangan ahli dapat dibedakan dalam 2 ha! yaitu: 
I) Laporan dengan mcngingat sumpah jabatan. 

Keterangan nhli dapat diberikan pada wa.ktu pemeriksaan 
olch penyidik atau penunrut umum yang dituangkan dalam 
suatu bentuk laporan dan dibual dengan mengingat sumpah 
diwaktu pemberi keterangan ahli menerima jabatan atau 
pekerjaan [penjelasan Pasal 186 KUHAP). 

2) Ketcrangan langsung secara lisan di sidang pengadilan. 
Keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu 

pcmcriksaan di sidang pengadilan. Pemberian keterangan di 
sidang pengadilan tersebut diberikan setelah pemberi 
keterangan ahli mengucapkan sumpah alau janji di hadapan 
hakim, selanjutnya dicatat dan dituangkan dalam berita acam 
perneriksaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP). 

pengawasan terkait indikasi kcrugian keuangan Negara/Daerah tidak 
diselesaikan. 

4. Dalam hal tindak lanjut hasil pcngawasan tidak terkait indikasi 
kcrugian keuangan N~ara/Daerah ddak disclesaikan, Wakil Bupati 
memberika.n penilaian terhadap kepala SKPD untuk disampaikan 
kepada Bupati scbagal bahan pertirnbangan dalam pengarnbilan 
kcputusan. 

5. Dalam hal tlndak lanjut hasil pemeriksaan dcngan rujuan tertenru 
terkall Kcpala Daerah penyclesaiannya sesuai dcngan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 



3. Perslapan Pemberian Keterangan Ahli 
Pemberi Ketcrangan Abli harus mempersiapkan beberapa ha! 

sebagai berikut: 
a. Surat Permlntaan Keterangan Ahli dari tnstansi Penyidik 

Surat permintaan dari instansi pcnyidik atau pcngadilan 
mcrupakan dasar seorang perncriksa invcstigatif memberikan 
keterangan ahli. 

b. Pengumpulan Dokumen/Kertas Kerja Pemeriksaan 
Sebolum memberikan keterangan abli baik dalam proses 

penyidikan maupun kehadiran di pengadllan, abli harus 
mcmastikan bahwa semua buk1.i/dokumen telah tersedia dan siap 
digunakan 

c. Slmulasi /Lallhan Kegiatan (Dry Run) 
Bila pcmcriksa akan memberikan keterangan ahli di 

pengadllan, sebaiknya dilakukan 'dry run' (latihan kcgiatan) 
bersama, deagan melakukan simulasi menyerupai suasana 
peraidangan di Pengadilan yaitu ada hal<im, jaksa penunuu 
umum, terdakwa, pcnasehat hukum dengan menerima beragam 
pertanyaan sehingga tidak grogi dalam persidangan sebenarnya. 

2. Persyaratan menjadi pernberi kererangan ahli 
Pembcri keterangan ahli di sidang pengadilan pada pcrkara 

tinclak pidana korupsi, biasanya diberikan oleh orang yang ahli dalarn 
bidang pemeriksaan investigatif', 

Ahli tcrsebut setidak-tidaknya barus memenuhi kualifikasi 
sebagai berikuu 
a. Able ro Identify F1rtarrcial Issues, yaitu mernahami ststem dan 

issues keuangan, akuntansi kcuangan, auditing dan sebagainya, 
b. Has Knowledge of Jrwestigarlve Techniques, yaitu kcmampuo.n 

membangun bypotesa, mengurnpulkan informasi, menganalisis 
dan memilah bukti. 

c. Has Knowledge of Euidences, yaitu pcngelahuan tentang bukti 
yang relevan, mencukupi, cara memperoJeh, rnenyimpan dan 
menyajikan bukti di peradilan. 

d. Capable to Interpreting Financial Information. Dokumcn/ informasi 
keuangan dapat merupakan alat bukti, oleh karena itu harus 
dlpahami dan diinterpretasikan secara tepat. 

e. Able to Present Findings Fraud Auditor harus mampu menyajikan 
temuan dengan alur pikk yg jelas, obyekti/, independen, sehmgga 
dapat mendudukkan masalab secara proporsfonal. 
Biasanya persyaratan tersebut dltandai adanya sertifikat pcmab 
mengikuti diktat pemeriksa.an hwestlgatif at.au pemeriksaan 
Iorcnaik. 

Pembahasan dalam tulisan ini akan diarahkan ke pemberian 
keterangan ahli secara Iangsung di sidang pengadilan. 
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d. Mcmfokuskan pada Kcahlian Profesi sebagai Pemeriksa 
Sasaran pernberian keterangan ahll adalah memberikan 

pcndapat berdasarkan kcahlian profesi pemeriksa dalam suaru 
kasus yanF( mcnurut pihak penyidik tetah mcmenuhi unsur-unsur 
tindak pidaua korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang 
suatu perisUwa bagi pcnyidik dan/atau hakim. 



pcnatausahaan/ 
masyarakat yang 

B. Penanganan Pengaduan 
l. Pencatatan 

Pencatatan dilakukan sesuai prosedur 
pengadministrasian yang berlaku, Pcngaduan 
diterlma, dilakukan pencatatan sebagai berikut: 
a. Data sumt pengaduan, meliputi: 

l) Nomor dan Tangga! Agenda 

Tujuan penanganan pengaduan masyarakat: 
I. Mencmukan data/ fakra/ buktl untuk menunjang kebenaran atau 

ketidakbcnaran pengaduan. 
2. Menjemihkan ruduhan atas pengaduan yang tidal<. tcrbukti 

kebenarannya atau melakukan perneriksaan lcbih lanjut untulc 
tindakan penertiban atas pengaduan yang telah ditemukan 
fakca/bukti kcbenarannya. 

3. Membcrikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untulc 
melakukan tindakan administrat.if, tuntutan perbendaharan/tuntutan 
ganti rugi, tuntutan pidana dan tututan perdat.a sesuai dengan 
ketemuan yang berlaku. 

4. Mendorong lorwujudnya penyelenggaraan pcruerintahan yang bail< 
(Good Govemancej dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKNt. 

Pengaduan masyara.kat bcrsumber dari: 
l. Lembaga-Lembaga Negara; 
2. Badan/Lembaga/lnstansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
3. Badan Hukum; 
4. Partai Politik; 
S. Organisasi Masyarakat; 
6. Media Masa; dan 
7. Perorangan. 

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi: 
I. Pcnyalahgunaan wewenang; 
2. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; 
3. Korupsi, kolusi clan nepotisme; dan 
4. Pelanggaran disiplin pegawai, 

A. Pengertian, Ruang Lingkup, Sumber Pengaduan dan Tujuan 
Pcngaduan Masyarakat adalah laporan darl masyarakat mcngenai 

adanya Indikasi tcrjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan 
ncpotisme yang dilakukan oleb aparat pemerintab dan atau aparat 
pemerintah daerah dalam pcnyclenggaraan pcmerintahan. Penanganan 
pengaduan masyarakat dilakukan oleh lnspektorat. 

BABVl 
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 
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2) Tanggal surat pengaduan 
3) Perihal 

b. Identitas pclapor, meliputi: 
JJ Nama 
2) Alamat 
3) Pekcrjaan 

c. ldcntitas terlapor, meliputi: 
I) Nama 
2) NIP 
3) Alrunat 
4) Jabatan 
5) JnslAnsi terlapor 

d. Lokasi kasus, meliputi: 
I J Desa/ Kelurahan 
2) Kccamatan 
3JOPD 

c. Status tindak lanjut 
l) Dalam proses 
2) Selcsai 

a) Benar 
b) l'idak bcnar 

f. Sanksi 
l J Hukuman clisiplin 
2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Canti Rugl 
3) Pidana 
4) Lain-lain 

2. Pengkajian 
a. Untuk mengidentilil<asi kadar pengawasan dan permasalahan 

dilakukan pengkajian matcri pcngaduan masyarakat oleh 1'im 
Pcncliti Materi yang tcrdiri dari lnspektur, Sekrctaris, para 
lnspektur Pembantu dan Kasubba.g PEP dan beberapa APIP yang 
ditunjuk lnspektur 

b. Pengaduao yang telah dicatat. kemudian dikaji dan dikelompokkan 
bcrdasarkan jenis penyimpangan dengan kode masalah, sebagai 
bcrikut: 
O l. Penyalahgunaan wewenang 
02. Pelayanan masyarakat 
03. Korupsi/ pungli 
04. Kcpegawaian/ketenagakerjaan 
05. Pcrtanahan/perumahan 
06. Hukum/ peradilan dan HAM 
07. Kewaspadaan Nasional 
08. l'atalaksana/regulasi 
09. Lingkungan hidup 
10. Umum 

c. Hasil pengkajian dituangkan dalam bentuk notulen rapat yang 
beris! rekomendasl tentang kualitas pengaduan yang ada apakah 
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dilakukan klarilikasi atau pcrncriksaan invesligatif/khusus. Apabila 
aduan atau permintaan pemeriksaan audit investigative/ PKKN 
bcrasal dari penyidik (Kejaksaan dan Kepotisian) maka penyidik 
wajib melaksanakan ekspose. Hasil ekspose yang dilakukan 
penyidik olcb lnspektoral dibualkan Risalah Eksposc. Risalab 
ckspose berguna untuk menilai apakah pennintaan dari penyidik 
rcrsebut dapat dilakukan audit atau dihentikan. 

d. Hasil pengkajian pcngaduan masyarakat tersebut, dikclompokkan 
dalam 2 (dua) kategori, yaitu: 
JI Bcrkadar Pengawasan 

a) Apabila substansi/ matcri pcngaduan logi• dan memadai 
dengan identitas pelapor jelas serta didukung bukti awal, 
harus dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan 
kebenaran lnformaeinya; 

b) Apabila substansi/ malcri pengaduan logis dan memadai serta 
didukung bukti awal, namun identitas pelapor rJdak jeJas, 
perlu dilakukan perneriksaan untuk membuktikan kcbcnaran 
mforrnasinya; 

c) Apabila substansi/materi pengaduan tidak mcmadal dan 
identitas pelapor jelas, pcrlu dilakukan klarifikasi dan 
konfirmasl sebclum dilakukan pemeriksaan; 

d) Apabila substansi permasalahannya sama, sedang atau telah 
dilakukan pemeriksaan. dijadikan tambahan bagi proses 
pembuktian. 

21 Tidak Berkadar Pengawasan 
II Apabila substanel/matcri pcngaduan bcrupa sumbang sarar., 

kritik yang konsrtuktif dan lain sebagainya yang bermanfaat 
bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
masyarakat, scbagai bahan informas! atau bahan 
pengambilan kcpurusan/kcbijakan; 

21 Apabila substansi/ materi pengaduan tidak logis yang berupa 
keinginan pelapor secara normatif tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
pernerintah ndak mungkin memenuhinya, tidak perlu 
diproses lebih lanjut. 

3. Pengarsipan 
Penataan dokumen atau pengarsipan yang baik dimaksudkan 

untuk menyimpan dengan aman dan mempermudah serta 
mernperccpat pcncarian kembali dokumen pengaduan masya.rakat. 
Arsip-arsip yang bcrkadar pengawasan dan bersifat rahasia barus 
disimpan dengan baik dan bau-hati. Terhadap pennintaan informasi 
dari pihak lain (masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, media 
massa, dan Jain-lain) yang tidak tcrkait, informnsi yang dapal 
diberikan hanya data statistik penanganannya bukan substansi, 
kccuali untuk surat pengaduan masyarakat yang tidak berkacar 
pcngawasan seperti sumbang saran, permlntaaan sumbangan/ 
bantuan, dan lain sebagatnya. 



4. Pembuktian Pengaduan MasyarakaL 
Pcngaduan rnasyarakat yang berkadar pcngawasan wajib 

diselesaikan dengan mclakuka.n pembuktian atas kebenaran 
substanst melalui kegiatan-kegtatan, scbagal berikut; 
a. Waktu Pcuyclesaian 

Penanganan pcngaduan masyarakat harus dapat diselesaikan 
dalam jangka waktu paling lambat 90 {sembtlan puluh) hari setetah 
surat pcngaduan diterima oleh instansi yang menangani, kecuali 
ada alasan yang dapat cllpertanggungjawabkan. 

b. Perneriksaan Pendahuluan 
I) Telaahan Lanjutan 

Telaahan lanjutan dilakukan sebagai berikut: 
I) Mempelajari dan merumuskan permasalahan: 
2) Pcmaparan haail rumusan kepada pimpinan instansi unruk 

kasus-kasus yang signifikan; 
3) Mcrumuskan bahwa pengaduan sudah mcngarah kepada 

adanya pelanggaran lcrhadap peracuran yang bcrlaku. 
2) Konfirmasl 

Kcgiatan konfirmasi dilakukan sebagai bcrikut: 
l) Mengidcntifikasi tertapor: 
2) Mencari informasi tambahan dari sumber lain yang berkaitan 

dcngan permasalaban yang diadukan sebagai bahan 
pendukung. 

3) Klarifikasi 
Kegiatan klarifikasl dilakukan sebagai berikut: 

l) Mcminta pcnjelasan baik aecara lisan maupun tcrtulis kepada 
pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang 
diadukan; 

2) Melakukan pcnilaian tcrhadap permasalahan yang diadukan 
dcngan mcngacu kepada peraturan pcrundang-undangan 
yang berlaku; 

3) Meminta dokumen pendukung atas penjelasan yang tclah 
disarnpaikan oJeh pihak-pihak yang telah dirointakan 
penjelasan. 

Hasil dari tclaahan lanjutan. konfirmasi dan Jdarifikasi 
pengaduan masyarakat adalah bcrupa kesimpulan tentang 
perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan alas permasalahan 
yang dilakukan, 

c. Pemeriksaan Ketaatan/lnvestigatif/Khusus 
Pclaksanaan perneriksaan Ketaatan/lnvcstigatlf/ Khusus 

diselenggarakan secara bertahap sebagai berikut: 
l J Tahap persiapan 

Tahap persiapan dilakukan sebelum dilakukan 
pemen1csaan melalui pengumpulan inforrnasi umum yang 
berkaitan dengan matcri kasus pengaduan yaitu: 
a) Mempelajari sccara seksama pengaduan/matcri kasus, 

apakah ha! tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana 
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diatur dalam Peraturan Ment.eri Dalam Negcri Nomor 25 
Tahun 2007 sehingga dapat ditentukan langkah lebih lanjut 
sampai sejauh mana perneriksaan blsa dilanjutkan atau 
tidak. Dalam kaitan ini pcrlu dikemukakan bahwa pcmbcrian 
informasi yang disampaikan masyarakat harus disertai data 
yangjclas sekurang-kutangnya mengenai: 
(1) Nama dan alamat informasi dengan rnelampirkan foto 

copy Kartu Tanda Penduduk atau idcntitas din yang tam, 
(2) Kcteraogao mengenai fakta dan tempat kejadian yang 

diinformasikan, 
(3) Dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alaL 

bukti. 
b) Mcmpclajari peraturan-peraturao dan ketenruan-ketemuan 

yang berkaitan/relevan dcngan rnateri kasus. 
c) Mcmpelajari surat-surat/dokumen dan informasl terdahulu 

yang ada kaitannya dengan .materi kasus, 
cf) Mencari informasi/penjelasan dari instansi/pejabat/ 

ergamsasr/orang pcrorang yang dipcrkirakan mengetahui 
tentang permasalahan kasus terse but. 

e) Mcrumuskan kegiatan/rencana langkah-langkah kegiatan 
kerja berikutnya. 

2) To.hap Peogumpulan bukti dan kecerangan 
a) Menghubungi pejabat/pimpinan instansi yang terkait dalam 

rangka melapor dan berkonsultasi. 
b) Mencari/meneliti/menguji dokumen-dokumen dikanoor/ 

instansi yang ada kaitannya dcngan kasus tersebut, 
c) Mcngadakan wawaneara dengan pejabat/ pegawai yang ada 

kaitannya dengan perma.salahan untuk mendapatkan 
informasi/data tambahan yang apabila dlperlukan diminta 
membuat sumt pcmyataan/kecerangan tcrtulis. 

d) Mcngadakan wawancara dengan pihak swasta/anggota 
maayarakat yang diperkirakan dapat memberikan 
informasi/ data tambahan yang apabila diperlukan diminta 
membuat surat pemyataan/keterangan tertulis. 

e) Mengadakan peninjauan dan pengeoekan secara lisik. 
f) Mengadakan pengecekao/pcngujian kualitas dan kuantitas. 
g) Melakukan evaluasi dan interpretasl dari temuan di atas 

untuk menentukan langkah berikut.nya. 
Dalam ha! diperoleh petur\juk/bukti bahwa kasus 

pengaduan terse but mengandung kebenaran, maka 
pelaksanaan peroerlksaan dilanjutkao pada tahap permintaan 
keterangan pada pihak yang diadukan/saksi. 

Sebaliknya apabila diperoleh petunjuk bahwa pengaduan 
tidak mengandung cukup bukti maka kegiatan pemeriksaan 
tidak perlu dilanjulkan dan langsung diteruskan pada tahap 
petaporan. 
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3) Tahap permintaan kcterangan terhadap pclaku pclanggaran/ 
pcnyimpangan/penyeiewengan. 

Tahap ini meliputi kegiatan sebagai berikut: 
a) Menyiapkan kronologi pertanyaan yang akan digunakan 

Jalam pemeriksaan. 
b) Menentukan tempat pcmeriksaan yang dipandang arnan clan 

lcrtutup. 
c) Melakukan tanya jawab yang ctiimplementasikan dalrun 

bentuk pernbuatan berita acara pemeriksaan sebagai benkut : 
(!) Memberikan pertanyaan baku pada perrnulaan Serita 

Acara Pemerlksaan. 
(2) Membedkan pertanyaan selanjutnya sesual dengan 

perkembangan jawaban dari pemberi keterangan. 
(3) Menunjukan bukti-bukti yang telab diperoleh apabila 

peruberi laporan keterangan memberikan keterangan yang 
diansgap lidak benar, 

(4) Memberikan pertanyaan penutup sesuai dengan kalimat 
yang telah dibakukan dalam formullr berita acara 
pemeriksaan. 

(5) Mcmintakan paraf dan tanda tangan pihak yang 
dimintakan keterangan lebih dahulu baik pada konsep 
berita acara pemeriksaan sebelum pengetikan dilakukan 
maupun setclab pengetikan dilakukan. 

d) Pihak yang dimintakan keterangan agar membuat aurat 
ketcrangan tanggung jawab muLlak (SKTJM) apabila terdapat 
indikasi adanya kerugian Nc-ga.ra/ Dacrah. 

41 Tabap pelaporan 
Dalam hal ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) Setelah sctesal pclaksanaan pcmeriksaan, tim berkewajiban 
memberitabukan/mclaporkan secara lisan kepada 
atasan/pimpinan yang bersangkutan tentang pokok-pokok 
hasil pemeriksaan, 

b) Hasil pemeriksaan kasus dlruangkan dalam LHP 
c) secara lisan kepada tnspcktur mengenai pokok-pokok hasil 

pemeriksaan pada kcsemparan pertama, sebelum Japoran 
yang tertulis selesai, Apabila audit yang dilakukan adalah 
audit inestigatif dan/atau audit PKKN maka Ketua Tim harus 
mclakukan Ekspose lntem sebelum membuat Laporan Hasil 
Pemeriksaan lnvestigasi dan/atau PKKN. 

d) Pendistribusian laporan hasil pemeriksaan kasus pengaduan 
diaampaikan kepada pejabat/ instansi sesuai keperluan. 

Oalam saran penjatuhan hukuman/pengenaan sanksi 
perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a) Sebelum mcmberikan saran penjatuhan hukuman/ 

pengenaan sanksi pcdu dipclajari kembali dengan seksruna 
basil-hasil perneriksaan dengan mempcrhatikan faktcr-faktor 



yang mcndorong atau menycbabkan pcgawai tersebut 
melakukan pelanggaran. 

b) Dalam saran penjatuhan hukuman/ pengenaan sanksi harus 
menccrminkan lima pengertian yaitu: 
(1) Apa 
(2) Siapa 
(3) Bilamana 
(4) Oimana 
(5) Bagaimana 

cJ Penerapan hukuman/ pengenaa.n sanksi untuk perbuatan 
yang dilakukan yang merugikan keuangan Negara/ Oaerah 
dilakukan dengan cara mengharuskan kepada yang 
bersangkutan untuk bertanRgUn~awab/mengembalikan uang 
sebesar kerugian Ncgara/Oaerah yang timbul dan 
diakibatkan oleh perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

d) Pencrapan bukuman/pengenaan eankai administratif untuk 
pelaku tctap harus dikenakan sesuai dcngan kctcntuan yang 
berlaku. 

c) Apabila dari hasil pemeriksaan tcrbukti bahwa pcgawai yang 
bersangkutan pcrbuatannya mengandung uneur-unsur 
tindak pidana maka tidak menutup kemungkinan untuk 
diproscs mclalui badan peradilan. 
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B. Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan 
Dalam pengelolaan persuratan mcrujuk pada Peraturan Bupati 

Wonosobo Nomor 20 Tahun 200'l tentang Pedoman Tata Naskah Omas 
di Lingkungan Pcmerintah Kabupatca Wonosobo. 
l. Pengclolaan Persuratan 

Kcgiatan persuratan di lingkungan lnapektorat dicatat dalam 
agenda surat masuk dan surat keluar yang dikclola oleh Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian, 

Agenda Surat masuk mencatat segala surat-surat yang 
diterima Inapektorat balk yang bcrsifat biasa, segera maupun 
rahasia. Surat-surat tersebut diajulro.n kepada lnspektur setelah 
dilampiri lembar disposisi untuk dasar pemberian periotah untuk 
proses tindak lanjut, 

Agenda surat keluar mencatai seluruh produk-produk surat 
keluar termasuk LHP yang diterbitkao olch lnspektorat. 

2. Pcagclolaan Kearsipao 
Terhadap pengelolaao kearsipan di lnspe.ktorat dikclola olch 

pcngadministrasi dan pengarsip surat yang dikoordinir oleh 
Kasubbag Umum dan Kcpegawaian, yang selanjutnya dltcruskan ke 
Sekrctaris dan maslng-maslng lnspektur Pcmbantu untuk 
ditindaklanjutl. 

A. Pcngclolaan Keuangan 
lnspektorat meogelola anggaran bersumber dan APBO Kabupatcn 

Wonosobo yang dalam petaksanaan dan pcrtanggungjawaban scsuai 
dengao ketenruan yang berlaku, 

Tata Usaha Kegiatan Peounjang Pengawasan merupakan rangkaian 
prosedur pcnatausahaan kcgiatan penunjaog pcngawasan yang merupakan 
penjabaran dari kegiatan penuojaog rugas dan fungsi lnspektorat, sejak 
pcnyusuoan rcncana kegiatan pcnunjang, pelaksanaan dan pelaporan scrta 
monitoringnya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegratan 
lnspektorat. 

Oalam pcnyusunan rencana kegiatan penunjang termasuk juga 
kegiatan-kcgiatan unruk mcmfasilitasi kegiatan pcngawasan lainnya, sepcrti 
kegiatan Pendidikan dao Pelatihan (Oiklat), Pelatihan di Kantor Sendiri 
(PKS) dan sebagainya. Dalam penyusunao kegiatan penunjang bersincrgi 
dcngan lnstansi terkait yang dituangkan dalam Rencana KeIJ'a Tahunan 
(RKT) yang rnerupakan penjabaran dari kegiatan penunjaog dan kegiatan 
rasllitas pengawasan lnspektorat selarna saru tahun. Pcnyusunan RKT 
tersebui tetap harus memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

TATA USAHA K~GIATAN PENUNJANG PENGAWAflAN 

BAB VU 



2. Angka Kredit 
a. Setiap pejabal Fungaional di lingkungan lnspektorat wajib 

mengajukan perbitungan angka kredit (PAK) untuk setiap 
semester. 

b. Dalarn pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit {DUPAK), 
selarnbat-larnbatnya diajukan kepada Tim Penilai Angka Kredit 
tanggal 15 Juli (pcriode Januari - Juni) clan 15 Januari (Periode 
Juli - Desember). 

c. DUPAK Auditor untuk Uolongan IV /b ke atas dikirim ke Tim 
Penilai ,labatan F'ungsional Pusat. 

d. OU PAK P2UPD untuk Golongan IV/ a ke atas dikirim ke Tim 
Penilai Jabatan Fungsional Propinsi/Pusat. 

e. DUPAJ< Auditor untuk Golongan rv /a kebawah oleh Auditor 
cliajukan ke Tim Penilai melalui sekretaoae Tim Penilai, 

f. DUPAK P2UPD untuk Golongan 10/d kebawah eleh P2UPD 
cliajukan ke Tim Penilai melalui Sekretariat Tim Penilai. 

g. DUPAK Auditor Kepcgawaian dikirim ke Tim Penilai Jabatan 
~'ungsional Auditor Kcpegawaian Pusat. 

h. Keputusan PAK yang diterima oleh pejabat yang berwenang 
mcnetapkan angka kredit dikoordinaeikan oleh Sekretaris untuk 
didistribusikan seeuai dengan ketenruan yang berlaku. 

C. Pcngelolaao Kepegawaian 
Kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungao lnspelctorat 

meliputi: 
J. Kenaikan Paogkat clan Kcnaikan Gaji Berkala 

Sekrctariat bertanggungjawab agar setiap pegawai tnscektorat 
dapat memperoleh kenaikan pangkat dan kenaikan gaji bcrkala 
secara tepat wakru sesuai dengan ketcntuan yang berlaku. Untuk 
itu, perlu dibuat suatu daftar/matrlk kenaikan pangkat dan 
kcnaikan gaji berkala oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang 
dikoordinaaikan oleh Sekretaris. 

Proses Penyimpanan surat-surat masuk dipilah surat biasa 
dan surat rahasia. Surat-surat yang perlu ditindaklaojuti dipisahkan 
menurut jenisnya sebagal berikut: 
a. Kepegawaian 

l) lndividu 
2)JFA 

b. Tindak lanjut 
c. Surat-Surat Kcputusan 
d. Surat-sural biasa 

Sedang terhadap arsip laporan mcliputi konscp laporan, KKP 
dan LHP Final disirnpan olcb Sckrctariat, sementara arsip surat­ 
surat keluar disimpan oleb pengarsip surat di Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian dengan berkoordinasi antara Kasubbag PEP. 



D. Penge.lolaan lnventaris 
Terhadap pengelo!aan lnventaris mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 temang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah, Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
teruang Pedoman Peogelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2017 lentang Pengelolaan Barang Millk Daerah, 
Ketenluan tersebut mengalur tencang kewajiban-kcwajiban lnspektorat 
dalarn mengclola Jnventaris sebagai berikut: 
a. Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tarrah: 
b. Pcmbuatan Kartu lnvcntaris &rang (KIB) B Peralatan dan Mcsin; 
c. Pembuatan Kartu lnvcntaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan; 
d. Pembualan Kartu lnventaris Barang (KIB) D Jalan, lrigasi dan 

Jaringan; 
e. Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap I..ainnya; 
f. Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi datama 

Pengerjaan; 
g, Pembuatan Daftar Rekapitulasi Barang lnventaris: 
h. Pembuatan Kartu lnventaris Ruangan (KIRI; 
i. Pembuatan Buku lnventaris; 
j. Pcmbuatan Laporan dan Daftar Mu Barang beserta 

Rekapitulasinya. 

4. Pendid.ikan dan Latihan (Diklat) 
Setiap pejabai, rungsional di jajaran lnspektorat berhak 

mengikuti diklat penjenjangan yang diselenggarakan oteh Lembaga 
Diklat Pemerintah dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku. 

3. Pclatihan di Kantor Scndiri (PKS) 
Kegialan peningkatan sumber daya manusia melalui Pelatihan 

di Kantor Sendlri (PKS) diselenggarakan oleh Sekretariat 
berkoordinasi dengan Penanggungjawab (lnspektur Pembantu] dan 
dilaksanakan olch Tim Satgas PKS. 

i. Unruk dapat memonitor dan mcngevaluasi perolehan angka 
kredit setiap Jl"A, perlu dibuat daftar monitoring perolehan angka 
krcd.it oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 
melaporkannya kepada lnspektur sccara berkala. 


